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LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP

KATA PENGANTAR

Puji svukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Atas limpahan rahmat dan
karumia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Tegal dengan tema “Kebiyjakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™ yang diselenggarakan
di Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026

Kegiatan Workshop 11 dilaksanakan atas dasar Mol antara Umiversitas Semarang (TTSM)
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal serta atas dasar rekomendas: pelaksanaan Workshop dan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinst Jawa Tengah dan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagr RI.

Penvusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam
pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kota Tegal. vang
dilaksanakan oleh panitia penyelengeara Workshop Pusat Pengembangan Sumber Dayva Manusia
Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan i merupakan dokumen (arsip) yvang sangat
penting bagi Universitas Semarang vang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan. maka data
atau informasi vang ada bisa diakses dengan mudah

Sebelum kegiatan Workshop i1 dilaksanakan kami memyusun konsep. tema dan maten
vang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan
tahapan persiapan vang meliputi; kajian dan analisis tema, kajian mater1 vang akan diberikan,
perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan_ dil.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dan adanya kenjasama dan
hubungan vang batk dan seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk 1u kami
menyampaikan tenima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama
pelaksanaan kegiatan Workshop in1.

Untuk i pada kesempatan yang berbahagia i1 kami sampaikan terima kasih kepada
semua pthak vang telah ikut berperan aktif dalam penvelenggaraan kegiatan Workshop, kami
mengucapkan tenma kasth dan penghargaan yang setingoi- tingginya kepada vang terhormat;

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.

2. Rektor Umiversitas Semarang, Bapak Dr. Supar:. 5T, M.T.

3. DBadan Pengembangan Sumber Dava Manusia Daerah (BPSDMD) Provins: Jawa Tengah
vang telah memberkan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop .

4. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provins: Jawa Tengah.

5. Bapak Kusnendro, 5S.T. selaku Ketua DPRD Kota Tegal. beserta seluruh Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Tegal.

6. Bapak M. Rudy Herstvawan, 5T.. M. 51 selaku Sekretaris DPRD Kota Tegal, beserta
seluruh jajaran staff Sekretariat DPRD Kota Tegal
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7. DBapak Dr. Abdul Karim, SE.. M.Si1, AK., CA selaku Wakil Rektor II Universitas
Semarang.

8. DBapak Madekhan Ali (FITRA). dan Ibu Dr. Erma Widyastuti. S TP.. M. Agribus
(Bappeda Prov_ Jateng) selaku narasumber.

9. Moderator.

10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.

11. Panitia penyelenggara Workshop PPSDM Universitas Semarang dan seluruh pihak yang
telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop 1.

Semoga jalinan kerjasama 1m dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan
bersama, schingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kota Tegal khususnva dan masyarakat
Kota Tegal pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Tegal semoga bermanfaat dan dapat memngkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Tegal.
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2. Surat Penawaran Workshop.

3. Surat Undangan Workshop.
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Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kota Tegal
MolU USM dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal.
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PUSAT PENGEMBAMNGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM )



LAPORAN WORKSHOP

8 Alkreditas: Institusi USM dan Akreditas: Program Studi di USM.

9. Absensi dan Biodata Narasumber.

10. Absens: dan Biodata Moderator.

11. Absenst Pezerta Workshop Pimpinan dan Anggota DPED Kota Tegal
12 Absensi Pendamping dan Sekretaniat DPRD Kota Tegal

13. Hasil Evaluasi Penvelenggaraan Workshop.

14. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.

13. Materi — matert Workshop.

16_Dolumentasi.

17. Daftar Kamar_

18. Tanda terima serminar kit
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1. Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang vang dalam hal ini diwakili
oleh Walal Rektor II Universitas Semarang
(Dr. Abdul Karim, S.E., M.Si., AK., CA))

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaitkum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin.

Yang sava hormati, Ketua DPRD Kota. Tegal Bapak Kusnendro, S.T.

Yang saya hormati, Jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal.

Yang sava hormati, Sekretanis DPRD Kota Tegal Bapak M. Rudy Herstvawan, 5. T.. M 51
beserta seluruh jajarannya,

Yang saya hormati. Bapak Madekhan Ali selaku narasumber,

Eemudian rekan-rekan PPSDM Universitas Semarang vang telah membantu dalam
terlaksananya kegiatan in1 dan para tamu undangan yang berbahagia.

Pujt syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nva pada pagi hart im
kita masih diberikan nikmat sehat dan kelonggaran waktu sehingga dapat bersilaturahmi
dalam keadaan sehat wal afiat.

Bapak/Tbu vang saya hormmati, pada kesempatan ini saya berdini di sim1 mewalali Rekior
kami. Bapak Dr. Supari, ST.. M. T. Beliau memtipkan permohonan maaf vang sebesar-
besarnya karena tidak dapat hadir secara langsung pada pagi hari ini Terdapat tugas
mendadak vang mengharuskan beliau menenma kumjungan tamu dart salah satu kampus
di Tarwan, sehingea beliau menugaskan saya untuk mewakili dan memberikan sambutan
dalam pembukaan acara Workshop DPRD Kota Tegal 1. D1 samping itu, beliau juga
menyampaikan ucapan terima kasth vang tak terhingga kepada Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD Kota Tegal. dan jajaran Setwan atas kerja sama vang telah terjalin dengan sangat
baik selama 1mi. Kami berharap simergi im akan terus berlanjut dan senantiasa menjadi
kebanggaan bagi kita semua.

Bapak/Thu sekalian mater1 vang akan kita bahas pada hari 1m sangatlah penting vakm
terkait Kebyakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Membedah anggaran adalah hal yang esensial dalam proses
mekanisme legislasi dan pemernmntahan Melalui workshop 1, kita akan mengkajt
berbagai program dan kegiatan vang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Tegal Kami
berharap, diskusi 11 mampu melahirkan rumusan dan rekomendasi strategis mengena
langkah-langkah prioritas vang harus diambil ke depan Sebagai perbandingan, di
lingkungan akademis, Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan Riset, dan Teknolog
{(Kemendikbudnistek) saat mi1 menuntut adanya "Kampus Berdampak" Artinva
keberadaan perguruan tinggi harus mampu memberikan dampak nvata dalam
i
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menvyelesaikan permasalahan (problem solving) di tengah masvarakat Hal i menjadi
pijakan dasar bagi kami dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masvarakat,
dengan tujuan menctptakan inovast atau teknologi tepat guna vang benar-benar dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat luas. Filosofi yang sama semestinya juga diterapkan dalam
tatanan pemerintahan, sebagaimana yang diarahkan oleh Kementerian Dalam Negen.
Fokus dar setiap kegiatan pemernintahan hamis berorientasi pada hasil (outcome) dan
dampaknva terthadap masvarakat Oleh karena ttu, dibutuhkan sinergi vang luar biasa
antara lembaga legislatif dan eksekutif Sinergr 1m diperlukan untuk merumuskan dan
menyepakati prioritas kegiatan di dalam APBD. Kita harus mampu menganalisis: apakah
program-program tersebut masih relevan dengan realitas vang ada di masyarakat saat 1m?
Proses penyusunan anggaran, seperti yang kita pahanu bersama, merupakan sebuah
proses politik dan administratif yang panjang serta dinamis. Dengan keterbatasan
anggaran vang kita miliki dihadapkan pada banyaknya permasalahan yang harus diurai,
dituntut adanya kecerdasan, keluasan wawasan, serta kebyaksanaan (wisdom). Kita harus
bijak dalam menentukan prioritas; memilih mana kegiatan vang paling mendesak dan
memberikan dampak terbesar bagi penyvelesaian masalah vang dihadapi oleh masvarakat.
Oleh karenanva. dialog dan proses tamya jawab dengan para narasumber pada sesi
workshop nanti diharapkan mampu membedah realitas APBD secara komprehensif
Harapannyva. Bapak/Thu dapat memperoleh informasi dan pencerahan yvang tepat sasaran
sebagai dasar rekomendas: terkait kebyjakan anggaran yvang telah disusun.

Demikian beberapa hal vang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada kegiatan vang
akan berlangsung pada pagi hari 1 hingga esok hari. Kami berharap seluruh rangkaian
kegiatan 11 dapat berjalan lancar, sukses, dan mencapai tujuan vang kita matkan bersama
Semoga kita semua memperoleh tambahan kompetenst dan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai kebyakan penyusunan anggaran Kurang lebihnva saya memohon
maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak/Tbu sekalian
Wallahul Muwaffiqa [a Aqwamit Thang  Wassalamualaikum Warahmatullals
Wabarakatuh
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2. Sambutan Ketua DPRI Kota Tegal sekaligus membuka acara.
(Kusnendro, 5.T.)

Aczsalammu’alatkum Wr. Wh.

Yang kami hormati, Wakil Rektor [T Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim_
SE.MSi Ak CA

Yang kami hormati, Bapak Ibu Pimpinan, dan Anggota DPRD Kota Tegal,

Yang kami hormat, Sekretaris DPRD Kota Tegal Bapak Bapak M. Rudy Herstvawan_
S5.T., beserta seluruh jajarannya,

Yang kami hormati, Narasumber Bapak Madekhan Ali, dan seluruh vang hadir dalam
kesempatan han 1.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujt dan syvukur ke hadirat Allah SWT. karena
atas rahmat dan karuma-Nya, pada pagi han 1 kita dapat berkumpul bersama untuk
berdiskusi berkartan dengan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Bapak, Ibu, dan Hadinn sekalian vang saya hormati, ada beberapa hal penting yvang
perlu sayva sampatkan: Pertama, Mengenai jalannyva proses anggaran Sebenarnva,
sebelum pembahasan KUA-PPAS ini. sehamsnya KUA-PPAS Perubahan Tahun
Anggaran 2023 sudah dapat kita sepakati Namun, terdapat beberapa penyvesuaian
agenda, salah satunva dikarenakan LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK) vang
sedikit mundur. Hal 11 kemudian berdampak pada mundurnya pembahasan Raperda
Perubahan APBD (LPPA) kita. Sebab, setelah THP BPK diterima, barulah kita dapat
mengetahul secara pasti berapa besaran SiLPA (5iza Lebth Perhitungan Angpgaran)
Tahun Anggaran 2025 Ketika kita membahas Perubahan APBD 2025 kepastian nilai
S1LPA tersebut sangat krusial, karena 51LPA imilah vang akan kita gunakan untuk
menutup defisit anggaran di tahun berjalan maupun menopang perencanaan di tahun
2026.

Berdasarkan data vang disampaikan, SiLPA kita tercatat ada sckitar Rp 66 miliar.
Namun, angka tersebut terbagi di beberapa tempat atau pos anggaran_ di antaranva
berada di RSUD Kardinah, Puskesmas/BLUD, kas daerah, serta pos lamnnva. Menurut
penvampaian dann Tim Anggaran Pemenntah Daerah (TAPD) dan Komisi, S1LPA
vang bersifat bebas atau dapat kita pergunakan berkisar Rp 19 miliar. Oleh karena tu,
angka Rp 19 miliar inilah yvang pada APBD Perubahan vang diawali dari KUA-PPAS
Perubahan 1 akan kita bahas bersama, guna menentukan arah dan alokasi prioritas
penggunaannya.

Kedua, hal yang jauh lebih penting adalah mengenai pergeseran Pokok-Pokok Pikiran
{Poklar) DPRD. Pokkir tersebut telah kita diskusikan bersama dan disesuatkan dengan
apa vang telah disepakat: sebelumnva Maka pada hari i1, sayva menmimbau Bapak
iii
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dan Tbu sekalian untuk berkoordinasi secara intensif dengan Bagian LKP dan
Sekretariat DPRD satu per satu.

Bagi vang sudah clear dan sesuai. dapat dilanjutkan Namun bagi vang belum.
diharapkan pada hari 1 proses pergeseran tersebut dapat diselesaikan dan
disampaikan secara maksimal hari 1m atau paling lambat besok. Sebab, ketika proses
pembahasan sudah berjalan. kita harapkan seluruh penvesuaian pergeseran tersebut
telah tuntas. Jika kita tidak melakukan pergeseran sesuai dengan apa yvang disepakati,
sangat disavangkan karena kesempatan tersebut akan terlewatkan dalam pelaksanaan
kegiatan.

Sava mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Tbu vang anggarannva sudah sesuai
dan tidak ada persoalan. Bagi vang masih perlu penyesuaian, mohon dapat segera
diselesaikan hari in1.

Eetiga, mengenai pemaparan KUA-PPAS vang sebelumnya telah disampaikan oleh
Pak Sekda selaku Ketua TAPD, terdapat beberapa hal vang perlu kita cermati
bersama. Oleh karena 1tu, kita berharap dalam beberapa han ke depan ada pemikiran
mendalam vang melahirkan keputusan sesuai dengan harapan kita bersama. Apa vang
telah kita laksanakan dan kerjakan sejauh 1m menunjukkan sinergi vang baik
Alhamdulillah, DPRD Kota Tegal bersama dengan Pemenntah Kota Tegal selalu
bahu-membahu demi kebaikan dan kemajuan masvarakat Kota Tegal Meskipun
dalam perjalanannya ada hal-hal vang tidak mudah dan penuh tantangan, kita tetap
berupava mencan solust terbaik.

Eita berharap seluruh proses pembahasan 1m dapat berjalan dengan lancar, aman_ dan
tepat waktu, mengingat kita senantiasa dikejar oleh batasan waktu (deadling). Sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan, akhir bulan September waitu sekitar tanggal 30
September, APBD Perubahan ditargetkan sudah harus ditetapkan. Setelah KUA-PPAS
Perubahan i kita sepakat: antara DPRD dan Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya
Wali Kota akan menyampatkan Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Tahun
Anggaran 2023. Proses ini tentu membutuhkan waktu, mulai dari Pemandangan
Umum Faksi-Frakst hingga pembahasan teknis.

Harapan kita_ di awal bulan September Wali Kota sudah siap menyvampatkan EAPBD
Perubahan. sehingga pada pertengahan bulan September APBD Perubahan sudah
dapat disetujui bersama. Setelah 1tu, kita membutuhkan waktu sekitar 15 han untuk
proses evaluasi/fasilitas ke Pemenntah Provinst Jawa Tengah Hasil evaluasi tersebut
nantinya akan dikembalikan kepada DPED dan Pemkot untuk dibahas kembali hingga
secara sah mendapatkan nomor registrasi Perda APBD Perubahan

Demikian beberapa hal vang dapat saya sampaikan dengan mengucap -

PUSAT PEMGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG( PPSDM-UISAM )



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP

BISMIT.I AHTRRAHMANIRRAHTM
Workshop DPRD Kota Tegal
SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA

Terima Kasth. Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.
Wasalamualaikum Warahmatullahn Wabarakatuh.
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BABI
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendint urusan pemernntahan
menurit asas otonom dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnva kessjahteraan masvarakat melalui pemungkatan pelavanan,
pemberdavaan dan peran serta masvarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanskaragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan
dan antar pemernintahan daerah, potensi: dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelavanan umum. pemanfaatan sumber dava alam dan
sumber dava lainnva dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping 1tu,_ perlu diperhatikan pula
peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannva tersebut, daerah diberikan
kewenangan vang seluas-luasnya disertat dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penvelenggaraan pemerintahan
negara. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan
pemernntahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah
ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potenst dan kekhasan
daerah Dengan demikian 131 dan jemis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah
lainnya. Adapun vang dimaksud dengan otonomi vang bertanggungjawab adalah otonomi yvang
dalam penyelenggaraannva hams benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi, vang pada dasamya untuk memberdavakan daerah termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakovat vang merupakan bagian utama dan tujuan nasional Seiring dengan prinsip
itu penvelenggaraan otonomi daerah harus selalu beronentasi pada peningkatan kesejahteraan
masvyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi vang tumbuh dalam
masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemermtah
Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representas: perwakilan rakyat dalam
struktur kelembagan pemenntahan daerah vang menjalankan fungsi pemerntahan, vang
bertujuan sebagaimana vang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi
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pemernintahan dan DPRD menjalankan fongsi legislasi, fungsit penganggaran (budgeting) dan

fungsi pengawasan.

Sebagal unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di
daerahnya terutama vang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran im
diwujudkan dalam tiga fungsi, vartu:

1. Regulator vaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yvang termasuk urusan-umusan
rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat vang diserahkan
pelaksanannva ke daerah (tugas pembantuan);

2. Policy Making vaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program
pembangunan di daerahnva;

3. Budgeting vaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku (UU Susduk dan UU

Pemernintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRED tersebut lebih disederhanakan

pervwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu -

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,

2. Fungsi anggaran; dan

3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;

2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenail anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten vang diajukan oleh Kepala Daerah;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten:

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah
kepada Menter1 Dalam Negenn melalmn gubermmur untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan/atau pemberhentian;

3. Memilih walkil Kepala Daerah dalam hal tenjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
(catatan bagian hukum)

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemenntah daerah kabupaten terhadap
rencana perjanjian mternasional di daerah;

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional vang dilakukan oleh
pemerntah daerah kabupaten:

8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penvelenggaraan
pemenntahan daerah kabupaten;

9. Memberikan persetujuan tethadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak
ketiga vang membeban masyarakat dan daerah;

10. Mengupavakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
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11. Melaksanakan tngas dan wewenang lamn vang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyvanya merupakan hubungan kerja
vang kedudukannva setara dan bersifat kemitraan Kedudukan vang setara bermakna bahwa
diantara lembaga pemerintahan daerah 1tu memiliki kedudukan vang sama dan sejajar, artinya
tidak saling membawahi. Hal i1 dapat dicerminkan dalam membuat kebyjakan daerah berupa
Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemernintah Daerah dan DPRD
adalah sama-sama mitra sekenja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi
daerah sesuai dengan fungst masing-masing schingga antar kedua lembaga 1tu membangun suatu
hubungan kerja vang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun
pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenvataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal.
Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, vang mengurang: fungsi dan kewenangan
dewan Sebagai contoh, masih banyaknva produk peraturan-peraturan daerah yvang merupakan
inisiasi dari pemerintah daerah. bukan dart DPRID. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat
(1) Peraturan Pemenntah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPED memegang
kekuasaan membentuk Peraturan Daerah”. Ini artinva bahwa “leading sector” pembentukan
PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi vang berkaitan dengan “bargaining
posisition” dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi vang lemah. Bagaimana tidak,
draft Perda APBID tersebut biasanva masuk ke Dewan dalam walktu vang sangat pendek. sehingga
sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dan draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas. jika kita lihat dari aspek penganggaran vang dimiliki Dewan,
masth sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran vang ada di pemenntah daerah Dewan
tidak mempunyai otonomisast anggaran vang dapat mendukung fungsi dan kinenjanya secara
optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor” bahwa DPED hanva sebagai ‘rubber
stamp’ yvang meligitimasi semua kebyjakan pemerintah. Hal im1 diperparah lagi dengan regulas:
kita yang belum membenkan kedudukan vang setara antara pemenntah daerah dengan DPRD,
yaitu antara lain yvang berkaitan dengan :

» Status pejabat negara hanyva melekat pada kepala daerah tidak termasuk angoota DPRD);

» Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan
pengaturan  imisiast legislas: dan pemernintah daerah (dalam bentuk peraturan tekms
pelaksanaan):

« Kedudukan, tugas dan fungs: alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan
Dewan:

» Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi vang demikian, memang sepertinva sangat sulit untuk berharap banyak
adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. tetapi hal i1 bukannva tidak
mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitus: dan kematangan otonomu daerah. mulai dilakukan
penguatan fungsi dan kinenja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur
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kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan vang berupa Pamitia Legislasi,
Badan Kehormatan, dll). penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan
dewan), penguatan penganggaran, peningkatan dava dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf)
dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan
daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemenntah
Daerah

Dialam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasar: Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah,
serta mengacu pada Peraturan Menten Dalam WNegeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah KabupatenKota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal ada beberapa materi
yang akan disampaikan_ pertama vaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun
Anggaran 2026 dan Penyusuman Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Tahun Anggaran 2026. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnva
merupakan bagian integral dan wvpava mewujudkan kesejahteraan masyvarakat melalm
pelaksanaan urusan pemerintahan vang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi
pada kepentingan publik Dalam rangka mencapar tujuan tersebut, pemenntah daerah
memerlukan dukungan pengelolaan keuangan daerah vang dilaksanakan secara terencana dan
sistematis. Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan
bahwa setiap program dan kegiatan pemenntahan dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas
pembangunan daerah serta memberikan manfaat vang optimal bagi masvarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama
pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dayva keuvangan untuk membiavai
penyelenggaraan pemenntahan, pembangunan, pelavanan publik, serta pemberdayaan
masvarakat. Oleh karena 1tu, proses penvusunan APBD tidak semata-mata dipandang sebagai
proses admimistranf dan teknokratis, tetapi juga merupakan bagian dan proses perencanaan
pembangunan daerah vang memiliki dimensi strategis. Kualitas penvusunan anggaran akan sangat
menentukan kualitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada suatu
daerah.

Dalam proses penyvusunan APBD. Kebijakan Umum Anggaran (KUJA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memiliki kedudukan yang sangat penting. KUA merupakan
dokumen vang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja. dan pembiayvaan serta asumsi yang
mendasarnya untuk periode satu tahun. Sementara 1tu, PPAS merupakan dokumen yvang memuat
prioritas program dan kegiatan serta batas maksumal anggaran vang dibenikan kepada perangkat
daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Angpgaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(REA-SKPD)). Dengan demikian, KUA dan PPAS memadi imnstrumen strategis yang
menghubungkan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran
daerah
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Dalam pelaksanaannya, kondisi sosial, ekonomu, fiskal, mavpun kebutuhan masvarakat
dapat mengalami perubahan vang tidak selalu dapat diproveksikan secara tepat pada saat
penyusunan APBD awal. Perubahan kebijakan pemenntah, perubahan asumsi ekonomi makro,
pertkembangan pendapatan daerah. penvesualan kebijakan transfer pemerintah pusat. perubahan
prioritas pembangunan, serta kebutuhan mendesak yvang muncul dalam pelaksanaan anggaran
dapat menjadi faktor yang mendorong dilakukannya perubahan APBD. Oleh karena tu,
diperlukan mekanisme penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan sebagai instrumen
untuk melakukan penvesuaian terhadap kebijakan dan prioritas penganggaran dacrah agar tetap
relevan dengan perkembangan kondist aktual.

KUA Perubahan dan PPAS Perubahan pada dasarnva tidak hanva berkaitan dengan
perubahan angka-angka dalam struktur APBD. tetapi juga mencerminkan adanva perubahan
kebijakan dan prioritas pemerintah daerah dalam merespons dinamika pembangunan Setiap
perubahan anggaran harus didasarkan pada periimbangan vang rasional, terukur, sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah, serta tetap memperhatikan pencapaian target pembangunan dan
pemenuhan kebutuhan pelayanan masvarakat Dengan demikian, proses pembahasan KUA
Perubahan dan PPAS Perubahan membutuhkan pemahaman yang memadat mengenai substans:
kebijakan anggaran, mekamsme penganggaran, serta keterkartan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) mempunyai posist strategis dalam proses penganggaran DPED menjalankan fungsi
anggaran bersama-sama dengan pemerintah dacrah melalui pembahasan dan persetujuan tethadap
kebijakan serta prioritas anggaran daerah Fungsi tersebut menuntut adanva kapasitas dan
pemahaman vang memadar dan anggota DPRD terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan
daerah. khususnyva dalam melakukan pembahasan terhadap KUA dan PPAS, termasuk KUA
Perubahan dan PPAS Perubahan

Kapasitas DPRD dalam memahami substansi KUA Perubahan dan PPAS Perubahan
menjadi semakin penting karena proses penganggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan
pembangunan secara tepat sasaran sekaligus menjaga kesinambungan fiskal daerah. Anggota
DPED tidak hanyva dituntut untuk memahami struktur dan proses penvusunan anggaran, tetapl
juga perlu mampu mencermati keterkaitan antara kebijakan anggaran dengan indikator kinerja
pembangunan, prioritas pelayanan publik, kemampuan pendapatan daerah, belanja daerah,
pembiavaan, serta efektivitas penggunaan sumber daya publik.

Kota Tegal sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi
dinamika pembangunan dan pengelolaan kevangan daerah vang memerlukan penvesuatan
kebyjakan anggaran Perubahan kebutuhan masvarakat, perkembangan pelaksanaan program dan
kegiatan, realisas: pendapatan dan belanja daerah, serta perubahan kebijakan pemernntahan dapat
memengaruhi arah kebyakan penganggaran pada tahun begalan Dalam kondisi tersebut,
penvusunan KUJA Perubahan dan PPAS Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 perlu
dilakukan secara cenmat agar perubahan kebijakan dan alokasi anggaran tetap sejalan dengan
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prioritas pembangunan daerah serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan vang
telah ditetapkan.

Selain 1tu, pembahasan KUA Pemubahan dan PPAS Perubahan memerlukan kemampuan
untuk mengidentifikas: substansi perubahan secara komprehensif. Hal tersebut mencakup
pemahaman mengenai perubahan asumnsi dasar kebijakan pembangunan dan ekonomi, perubahan
kebyjakan pendapatan daerah. perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan
pembiayaan, serta penvesuaian prioritas program dan kegiatan Selanjutnva. perubahan tersebut
perlu diterjemahkan ke dalam PPAS Perubahan dengan memperhatikan skala prioritas,
kemampuan fiskal daerah, target kinerja, dan plafon anggaran masing-masing perangkat daerah.

Pada akhimva, penyusunan dan pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kota
Tegal Tahun Anggaran 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen anggaran vang
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapt juga mampu menjadi instrumen
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah vang efektif. efisien, transparan. akuntabel,
dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat .

Mater: vang kedua vaitu Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada
APBED Perubahan Tahun 2026. Penvelenggaraan pemerintahan daersh pada prinsipnya
diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemenntahan vang efektif, efisien. transparan,
akuntabel, serta mampu memberikan pelavanan publik vang optimal kepada masvarakat Dalam
rangka mencapai tujuan tersebut, pemenntah dacrah memerlukan perencanaan pembangunan dan
pengelolaan keuangan daerah vang dilakukan secara terarah. sistematis, dan berkesinambungan.
Pengelolaan keuangan daerah memiliki kedudukan vang sangat strategis karena berkaitan
langsung dengan kemampuan pemenntah daerah dalam membiavai penvelenggaraan urusan
pemenintahan. pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pencapaian sasarat
pembangunan daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mermpakan salah satu instrumen
utama dalam penvelenggaraan pemenntahan daerah APBD tidak hanva berfungsi sebagai
dokumen kevangan yang memuat rencana pendapatan, belamja, dan pembiayaan daerah, tetapi
juga merupakan instrumen kebiyjakan vang mencerminkan arah dan prioritas pembangunan daerah
dalam satu tahun anggaran Oleh karena itu, proses penyusunan dan perubahan APBD hams
dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pembangunan, kebijakan
pemerintah daerah, kemampuan fiskal kebutuhan masvarakat, serta target kinerja vang hendak
dicapai.

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mempunyat peranan penting sebagai landasan
dalam penyusunan APBD. KUA menggambarkan arah kebyakan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan daerah serta asumsi-asumsi vang mendasarinva. sedangkan PPAS memberikan
gambaran mengenai prioritas program dan kegiatan serta plafon anggaran vang menjadi batas
maksimal pengalokasian anggaran bagi perangkat daerah Dengan demikian, KUA dan PPAS

merupakan instrumen yvang menjembatani antara perencanaan pembangunan daerah dengan
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penganggaran, schingga kualitas penyusunannya akan berpengaruh terhadap efektivitas
pelaksanaan APBD.

Dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan, berbagai dinamika dapat terjadi dan
menyebabkan asumsi yvang digunakan pada saat penyusunan APBID) awal mengalami perubahan.
Perubahan kondisi perekonomian, perkembangan realisasi pendapatan daerah, perubahan
kebyjakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebutuhan pelavanan publik. perkembangan
pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebutuhan lain vang bersifat strategis dapat memerlukan
penyesuaian terhadap kebijakan dan alokasi anggaran Kondisi tersebut pada akhimyva dapat
menjadi dasar dilakukannya perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.

APED Perubahan pada hakikatnya merupakan bentuk penvesuaian kebijakan
penganggaran terhadap perkembangan kondisi aktual daerah. Perubahan tersebut harus tetap
dilaksanakan secara terencana dan terukur agar tidak menggangou pencapaian target
pembangunan vang telah ditetapkan Oleh karena itu. proses perubahan APBD tidak dapat
dipahami semata-mata sebagai perubahan terhadap jumiah atau struktur anggaran melainkan
harus dipandang sebagai proses penvesuaian kebiyjakan pembangunan dan pengalokasian sumber
dava daerah berdasarkan perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Salah satu aspek penting dalam penvosunan APBD Perubahan adalah smkronisasi
program dan penvesuaian anggaran. Sinkronisasi program diperlukan untuk memastikan bahwa
program dan kegiatan vang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah tetap memaliki
keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah serta mendulkung pencapatan target dan
wdikator kinerja yang telah ditetapkan Tanpa adanva sinkronisasi yang baik, perubahan anggaran
berpotenst menmimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran tumpang tindih
program, ketidaktepatan alokasi sumber dayva, serta kurang optimalnyva pencapaian hasil
pembangunan

Sinkronisasi program juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perubahan alokasi
anggaran memiliki dasar kebutuhan dan tujuan vang jelas. Program vang mendapatkan tambahan
anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tingkat prioritas, urgensi kebutuhan,
capaian kinerja, serta kemampuan keuangan daerah Sebaliknyva, terhadap program vang
mengalami pengurangan anggaran perlu dilakukan analisis mengenat dampaknva terhadap
pencapaian target pembangunan Dengan demikian, penyesuatan anggaran dalam APBD
Perubahan harus tetap berorientasi pada efektivitas dan efisiensi pengounaan sumber dava publik.

Dalam konteks tersebut, pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kota Tegal
Tahun Anggaran 2026 menjadi bagian penting dalam memastikan agar perubahan kebijakan
anggaran dapat ditegemahkan secara konsisten ke dalam program. kegiatan, dan alokas:
anggaran. KUA Perubahan harus mampu memberikan arah kebyakan vang jelas terhadap
perubahan APBD. sedangkan PPAS Perubahan harus mampu menerjemahkan arah kebijakan
tersebut ke dalam skala prioritas serta plafon anggaran sementara vang realistis sesuai dengan
kemampuan fiskal daerah.
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Kota Tegal sebagai daerah otonom memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola sumber
daya keuangan daerah untuk mendukung berbagat kebutuhan pembangunan dan pelayvanan
masyarakat. Keterbatasan sumber daya fiskal pada satu sisi dan meningkatnya kebutuhan
masvarakat pada sisi lainnya menuntut adanya proses penganggaran yvang semakin seleknf
efektif. dan berorientasi pada hasil Setiap perubahan program dan anggaran perlu dilakukan
melalui proses analisis yvang mempertimbangkan urgensi, manfaat, keberlanjutan program,
kemampuan keuangan daerah, serta kontribusinva terhadap pencapaian sasaran pembangunan
Kota Tegal

Dalam proses tersebut, DPRD memiliki posisi vang strategis melalul pelaksanaan fungsi
anggaratt. DPRD bersama dengan pemenntah daerah memiliki peran dalam membahasz dan
menyepakati kebyjakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sebagai bagian dan
tahapan penvosunan APBD. Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan pemahaman vang
memadat mengenat substansi kebyjakan anggaran, strulktur APBD, keterkaitan antara dokumen
perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme penvesualan program dan anggaran dalam
APBD Perubahan

Kemampuan anggota DPRD dalam melakukan analisis terhadap sinkronisasi program dan
penyesualan anggaran menjadi semakin penting karena setiap keputusan anggaran akan
berimplikas: terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Pembahasan anggaran
tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk memahami besaran nominal anggaran, tetapi juga
kemampuan untuk melihat hubungan antara anggaran vang dialokasikan dengan cutput, outcome,
wmdikator kinerja, serta manfaat yvang akan diterima oleh masvyarakat Dengan demikian, fungsi
anggaran DPRD dapat dilaksanakan secara lebih substantif dan tidak berhenti pada aspek
admmistratif mavpun angka-angka anggaran semata

Lebih lanjut, penvesuaian anggaran pada APBD Perubahan harus tetap memperhatikan
prinstp efisiensy, efektivitas, transparans:. akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan. Setiap perubahan anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas
dengan kebutuhan pembangunan dan pencapaian target kinerja. Dengan demikian, APBD
Perubahan bukan sekadar instrumen untuk melakukan koreks:i terhadap anggaran vang telah
ditetapkan_ tetapt memnjadi instrumen kebyakan untuk merespons perubahan kondisi daerah
sekaligus memastikan agar sumber daya publik digunakan untuk program yang memailiki manfaat
dan prioritas vang jelas.

Pada akhirnva, peningkatan kualitas proses penganggaran diharapkan dapat berkontribus:
terhadap terciptanva APBD Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 vang lebih responsif
terhadap kebutuhan masyvarakat, realistis terhadap kemampuan keuangan daerah. konsisten
dengan prioritas pembangunan, serta berorientas: pada pencapaian hasil. Dengan demikian,
pengelolaan anggaran daerah tidak hanva menghasilkan kepatuhan terhadap aspek administratif
dan regulatif, tetap1 juga mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pelavanan
publik, pembangunan daerah. dan kesejahteraan masvarakat Kota Tegal. .
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Materi ketiga vaitu Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan
Tahun Anggaran 2026 . Penyelengzaraan pemenntahan daerah pada dasarnyva merupakan upaya
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalm pemanfaatan sumber dava vang dimiliki daerah
secara opttmal Dalam pelaksanaannya, pemenntah daerah dituntut untuk mampu
menyelenggarakan pemenntahan berdasarkan prnnsip efektivitas, efisiensi. transparansi,
akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil. Salah satu instrumen vang memiliki peranan penting
dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah pengelolaan kevangan daerah. karena
hampir seluruh kebijakan dan program pembangunan membutuhkan dukungan sumber dava
kevangan vang memadai.

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dan proses perencanaan dan
penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempakan instrumen
kebijakan pemerintah daerah vang digunakan untuk mengalokasikan sumber dava keuangan
dalam ranglka membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan_ dan pelayanan
kepada masyarakat. Oleh karena itu, APBD tidak hanva dipandang sebagai dokumen administratif
dan finansial, tetap: juga sebagai mstrumen untuk menerjemahkan vis1, mis1, tujuan, sasaran, serta
prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan vang dapat dilaksanakan secara
nvata.

Kualitas APBD sangat dipengaruhi oleh kualitas proses perencanaan dan penganggaran
vang mendahuluinya. Dalam proses tersebut, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memiliki kedudukan vang strategis. KUA membenkan
arah dan kebyjakan umum mengenai pendapatan. belanja. dan pembiavaan daerah. sedangkan
PPAS memberikan gambaran mengenai prionitas program dan kegiatan serta batas maksimal
anggaran vang akan dialokasikan kepada perangkat daerah Dengan demikian, KUA dan PPAS
menjadi salah satu mstrumen penting vang menghubungkan perencanaan pembangunan dengan
proses penganggaran daerah

Dalam praktiknyva, pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran dapat menghadap
berbagai dinamika dan perubahan kondisi. Asumsi yvang digunakan dalam penyusunan APBD
awal dapat mengalami perubahan akibat perkembangan ekonomi, perubahan kebijakan
pemerntah, perubahan kemampuan pendapatan daerah. perubahan kebutuhan masvarakat,
perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, maupun faktor lain vang memengaruhi kondisi
fiskal daerah. Perubahan tersebut pada akhirnya membutuhkan respons kebiyjakan melalui
penyusunan perubahan APBD vang tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan
kemampuan keuangan daerah

KUA Perubahan dan PPAS Perubahan merupakan bagian penting dalam proses
penyesuatan kebyakan penganggaran tersebut. Perubahan terhadap kebijakan uwmum anggaran
dan prioritas serta plafon anggaran sementara harus mampu mencerminkan kondisi aktual daerah
dan kebutuhan pembangunan pada tahun berjalan. Oleh karena itu, proses penyusunan dan
pembahasan KUA-PPAS Perubahan tidak cukup hanva berorientasi pada penvesvaian angka
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anggaran, tetapt harus mempertimbangkan konsistenst antara kebyjakan, program, kegiatan, target
kinerja. serta kemampuan fiskal daerah

Setelah KUA-PPAS Perubahan ditetapkan dan menjadi dasar dalam proses penvusunan
APED Perubahan. tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kebyjakan dan kesepakatan
vang telah ditetapkan tersebut dapat dumplementasikan secara konsisten. Implementas: memjadi
tahap vang sangat menentukan karena kualitas suatu kebiyjakan pada akhimva dapat dilihat dan
sejauh mana kebgjakan tersebut mampu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan serta
menghasilkan output dan outcome sebagaimana yang telah direncanakan

Implementasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 dengan demikian perlu
dilakukan secara terarah dan sesuai dengan prioritas vang telah ditetapkan Setiap perangkat
daerah perlu memastikan bahwa program dan kegiatan vang dilaksanakan memiliki kesesuatan
dengan kebijakan anggaran serta target pembangunan daerah Pengalokasian dan penggunaan
anggaran juga perlu memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiens: sehingga sumber daya
kevangan daerah dapat membernikan manfaat vang optimal bagi masvarakat.

Namun demikian, implementasi kebyjakan anggaran tidak selalu begalan sesuai dengan
rencana Dalam pelaksanaannya dapat ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan
pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi lapangan. rendahnyva tingkat penverapan anggaran,
ketidaksesuaian antara target dan realisasi, maupun permasalahan koordinasi antarperangkat
daerah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnva monitoring terhadap pelaksanaan KUA-PPAS
Perubahan agar setiap potensi permasalahan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat
waktu.

Monitoring merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan anggaran karena
berfungs1 untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan
rencana, target. jadwal, serta alokast anggaran vang telah ditetapkan Melalui monitoring vang
dilakukan secara berkala, berbagai penyimpangan maupun hambatan dalam pelaksanaan program
dapat dudentifikas: sejak dini. Dengan demikian. monitoring tidak hanva berfungsi sebaga
mstrumen pengawasan, tetapr juga sebagai mekanisme untuk membenkan informasi bag
pengambilan keputusan dan perbaikan pelaksanaan program.

Selatn montoring, evaluasi terhadap implementas; KUA-PPAS Perubahan juga memailiki
peranan vang tidak kalah penting Evaluasi diperlukan untuk menilai tingkat keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan target vang telah ditetapkan Ewvaluasi tidak
semata-mata mengukur seberapa besar anggaran telah direalisasikan, tetapi juga perlu melihat
keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan pencapaian output, outcome,_ serta manfaat vang
dihasilkan bagi masyarakat.

Dalam perspektuif penganggaran berbasis kinerja, tingginya tingkat penyerapan anggaran
belum tentu menunjukkan bahwa suatu program telah berhasil. Keberhasilan program perlu
dilihat dari kemampuan anggaran terscbut dalam menghasilkan keluaran dan membernkan
dampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan Oleh karena imu. evaluasi KUA-PPAS
Perubahan perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek input. proses,
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output, outcome, efeltivitas, efisiensi. serta relevans: program terhadap prioritas pembangunan
daerah

Kota Tegal sebagai daesrah otonom memiliki tangoung jawab untuk memastikan bahwa
sumber dava keuangan daerah vang terbatas dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi
kebutuhan masyvarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Dinamika kebutuhan
masvarakat dan perkembangan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan
anggaran vang adaptif, tetapi tetap terarah dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, implementasi,
monitoring, dan evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 menjadi aspek penting
dalam memastikan agar kebijakan anggaran vang telah disepakati benar-benar dapat memberikan
manfaat bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tegal.

DPED sebagai lembaga vang memiliki fungsi anggaran mempunyai posisi strategis dalam
memastikan adanya konsistenst antara kebiyjakan anggaran vang telah disepakati dengan
pelaksanaannva Fungsi tersebut tidak berhent: pada tahap pembahasan dan persetujuan anggaran,
tetapi juga memiliks keterkaitan dengan fungs1 pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah daerah Oleh karena 1tu, anggota DPRD perlu memiliki pemahaman vang
memadal mengenal bagaimana KUA-PPAS Perubahan dumplementasikan, bagaimana proses
monitoring dilakukan, serta bagaimana hasil pelaksanaan program dan anggaran dievaluasi.

Pemahaman tersebut menjadi semakin penting karena pelaksanaan fungsi pengawasan
membutuhkan kemampuan untuk menganalisis berbagai informasi mengenair realisasi
pendapatan, belanja, capatan program, indikator kinerja. tingkat penverapan anggaran, serta
berbagai permasalahan vang muncul dalam pelaksanaan APBD Perubahan Dengan kemampuan
analisis vang memadai, DPRD dapat membernikan masukan dan rekomendasi vang konstruktif
kepada pemerintah daerah sehingga berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat segera
ditindaklanjuti dan pencapaian target pembangunan dapat dioptimalkan

Lebih lanjut, hasil monitonng dan evaluasi dapat memjadi bahan penting dalam
penyusunan kebijakan dan penganggaran pada periode benkutnya Temuan mengenai program
vang efektif, program vang belum mencapai target, kendala pelaksanaan, maupun ketidaksesuaian
antara perencanaan dan realisasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
kebyakan Dengan demikian, proses penganggaran daerah dapat berlangsung secara
berkelanjutan melalui suatu siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. dan perbatkan
kebijakan

Pada akhimya, implementasi, monitoring, dan evaluasi KUA-PPAS Perubahan yang
dilakukan secara baik diharapkan dapat mendorong terciptanva pengelolaan APBD Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 yang lebih efektif efisien, transparan, akuntabel, dan
berorientas:i pada hasil Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanva terserap secara
admimistratif. tetapr benar-benar mampu menghasilkan program dan pelavanan publik yang
berkualitas serta membenkan kontribusi nvata terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masvarakat Kota Tegal
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Materi keempat dan kelima vaitu FGD (Focus Group Discussion) “Internal DPRD
terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahum Anggaran 2026". Penvyelenggaraan
pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam mevwujudkan tujuan pembangunan
nasional melalui pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah Otonomi daerah memberikan
ruang vang luas bagi pemenntah dasrah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPED) untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan sesuar dengan
kewenangan vang dimiliki. Dalam pelaksanaannva, penvelenggaraan pemernntahan dacsrah
dituntut untuk mampu memberkan pelayanan publik vang berkualitas, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan daerah vang efekuf, efisien,
transparan, dan akuntabel.

Salah satu faltor vang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemenntahan
daerah adalah kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara tepat dan bertanggung
jawab. Kevangan daerah merupakan instrumen strategis vang digunakan untuk membiayai
berbagai program dan kegiatan pemernntahan, pembangunan. pelavanan publik. serta
pemberdayaan masyarakat. Oleh karena 1tu. pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan
dari proses perencanaan pembangunan, penetapan kebiyjakan. pengalokasian sumber daya.
pelaksanaan program_ serta pengawasan terhadap pengounaan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen
utama dalam pengelolaan keuangan daerah APBD pada dasarnya tidak hanva menggambarkan
kemampuan dan kondisi keuangan suatu daerah, tetapt juga mencerminkan arah kebijjakan dan
prioritas pembangunan vang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Melalm APBD,
pemenntah daerah mengalokasikan sumber dava yang tersedia untuk membiayvai berbagai
kebutuhan masvarakat dan mencapat sasaran pembangunan vang telah ditetapkan Oleh sebab itu,
kualitas APBD sangat dipengarulu oleh kualitas proses perencanaan dan pembahasan kebijakan
anggaran yvang mendahulmnyva

Dalam proses penvusunan APBED, Kebyjakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mempunvai kedudukan wvang sangat penting. KUA
memberikan arah dan kebijakan umum mengenai pendapatan, belanja. dan pembiavaan daerah,
sedangkan PPAS memuat prioritas program dan kegiatan serta plafon anggaran sementara vang
menjadi dasar dalam penvusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Dengan
demikian, KUA dan PPAS merupakan instrumen strategis yang menghubungkan antara proses
perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran daerah

Namun demikian, pelaksanaan APBD dalam tahun berjalan dapat mengalami berbaga:
perubahan akibat dinamika kondisi sosial, ekonomi, fiskal, maupun kebyakan pemenntahan
Perubahan asumsi ekonomi, perkembangan realisas: pendapatan daerah, perubahan kebijakan
pemerintah pusat, kebutuhan pelavanan masvyarakat, perkembangan pelaksanaan program dan
kegiatan_ serta kondisi lain vang memengarihi kemampuan keuangan daerah dapat menvebabkan
perlunva dilakukan penvesuaian terhadap kebijakan dan alokas: anggaran Dalam kondisi
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tersebut, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan menjad: instrumen penting untuk menyesuaikan
arah kebijakan penganggaran dengan kondisi aktual daerah.

KUA Perubahan dan PPAS Perubahan pada dasarnya bukan sekadar perubahan terhadap
angka-angka anggaran vang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan tersebut harus mampu
mencerminkan perkembangan kondis1 daerah serta menjawab kebutuhan pembangunan vang
muncul selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena 1tu. pembahasan KUA Perubahan dan PPAS
Perubahan memerlukan proses analisis vang komprehensif densan mempertimbanglkan
kemampuan fiskal daerah. perubahan prioritas pembangunan, capaian pelaksanaan program,
kebutuhan masvarakat, serta target kinerja vang hendak dicapai.

Dalam konteks tersebut, DPRD mempunyai posisi strategis dalam proses pembahasan dan
penctapan kebijakan anggaran daerah. Melalui fungsi anggaran. DPRD bersama dengan
pemernintah daerah membahas dan menyepakan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan
plafon anggaran sebagai bagian dan proses penvusunan APBD. Pelaksanaan fungsi anggaran
tersebut membutuhkan pemahaman vang memadar terhadap berbagai aspek kebyakan fiskal
daerah, struktur APBD, prioritas pembangunan kemampuan keuangan daerah, serta keterkaitan
antara program, kegiatan indikator kinerja, dan alokas: anggaran

Kompleksitas pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026
menuntut adanva kesiapan dan kapasitas vang memadai dan internal DPRD. Pembahasan
kebijakan anggaran tidak cukup hanya dilakukan dengan mencermati besaran angka pendapatan,
belanja, dan pembiavaan. tetap:t juga membutuhkan pendalaman terhadap substansi program dan
kegiatan vang menjadi prioritas. DPRD perlu mampu mengidentifikast apakah perubahan
kebijakan dan alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan masvarakat, prioritas
pembangunan daerah, kemampuan fiskal serta prinsip efektrvitas dan efisiensi pengelolaan
keuangan daerah

Selain 1tu, dalam proses pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan terdapat
berbagai aspek vang dapat menimbulkan perbedaan pandangan maupun interpretasi di antara
anggota DPRD. Perbedaan perspektif tersebut merupakan hal vang wajar dalam proses politik
dan kebijakan publik, tetap1 perlu dikelola melalui mekanisme pembahasan vang konstruktif dan
berbasiz data. Oleh karena itu, diperlukan mang internal vang memungkinkan anggota DPED
melakukan pendalaman materi, menvampaikan pandangan, mengidentifikas: permasalahan serta
membangun kesamaan pemahaman mengenai substansi kebijakan anggaran

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung proses tersebut adalah
Focus Group Discussion (FGD). FGD merupakan forum diskusi vang memungkinkan peserta
untuk membahas suatu persoalan secara lebih terarah dan mendalam dengan mengedepankan
pertukaran informasi, pengalaman, pandangan, serta argumentas: dari berbagai perspektif Dalam
konteks internal DPRD, FGD dapat menjadi instrumen strategis untuk melakukan pendalaman
terhadap KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 sebelum
proses pembahasan lebih lanjut dilaksanakan.
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FGD internal DPRD mengenai KUA Perubahan dan PPAS Perubahan diharapkan dapat
menjadi ruang untuk melakukan identifikasi terhadap berbagai 1su strategis vang berkattan dengan
perubahan kebijakan anggaran Isu tersebut antara lain dapat mencakup perubahan asumsi
pendapatan dan belanja daerah. perkembangan kemampuan fiskal perubahan prioritas program,
realokas1 anggaran pencapaian target program, kebutuhan masyarakat, serta berbaga: persoalan
lain vang berpengaruh terhadap kebiyjakan penganggaran Kota Tegal Tahun Anggaran 2026

Melalui forum diskust vang terarah. anggota DPRD dapat melakukan pembahasan secara
lebih mendalam terhadap substansi dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Setiap
usulan perubahan kebijakan maupun anggaran dapat dikapn berdasarkan argumentasi, data,
kebutuhan, urgensi, serta dampaknya terhadap pencapaian pembangunan daerah Dengan
demikian. FGD tidak hanva berfungsi sebagai forum bertukar pendapat, tetapt juga sebagai sarana
untuk membangun analisis dan menghasilkan bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam
proses pembahasan anggaran

Kebutuhan terhadap forum internal tersebut semakin penting mengingat kebijakan
anggaran memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah
dan pelayanan kepada masyarakat Setiap perubahan alokasi anggaran pada dasamya
mengandung konsekuensi terthadap program dan kegiatan vang akan dilaksanakan Oleh karena
itu, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan prioritas sehingoa anggaran vang terbatas dapat
diarahkan pada program vang benar-benar memilika tingkat urgensi, manfaat, dan kontribusi vang
tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Tegal

Dalam perspektif penganggaran berbasis kinerja, pembahasan KUA Perubahan dan PPAS
Perubahan juga perlu memperhatikan hubungan antara anggaran dengan target kinerja. Alokasi
anggaran scharusnya tidak hanya dilihat berdasarkan besaran nominal vang dibenkan kepada
suatu program. tetapi juga harus dikaitkan dengan keluaran dan hasil vang diharapkan. Dengan
demikian, FGD internal DPRD dapat menjadi forum untuk mempertajam analisis mengenat
apakah perubahan alokasi anggaran telah memilika hubungan vang jelas dengan target program
dan indikator pembangunan yang hendak dicapai.

Selain melakukan pendalaman terhadap substansi anggaran, FGD internal DPRD juga
memiliki fungsi penting dalam membangun kesamaan persepsi dan konsolidasi internal
Kesamaan persepst diperlukan agar anggota DPRD memilila pemahaman vang relatif sama
mengenal persoalan-persoalan strategis vang terdapat dalam KUA Perubahan dan PPAS
Perubahan Konsolidasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pembahasan DPRD
sehingga pandangan, masukan, dan rekomendasi yvang disampaikan dalam proses pembahasan
dengan pemenntah daerah memililn dasar argumentasit yang jelas dan  dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Kota Tegal, pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun
Anggaran 2026 perlu mempertimbangkan kondisi aktual daerah dan berbagai kebutuhan
pembangunan masvarakat. Keterbatasan sumber dava keuangan menuntut adanva penentuan

prioritas vang tepat agar alokasi anggaran mampu memberikan manfaat vang optimal Oleh

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG { PPSDM-LISHM )



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP

karena ttu, DPED perlu memililkn kemampuan untuk menelaah berbagai perubahan kebijakan
anggaran secara kritis dan konstruktf termasuk menilai relevansi program, efektivitas alokasi
anggaran_ serta konsistensinya dengan prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan FGD juga diharapkan dapat menghasilkan identifikasi terhadap 1su-i1su
prioritas dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian DPRD dalam pembahasan KUA
Perubahan dan PPAS Perubahan. Hasil diskusi dapat berupa berbagai masukan, catatan_ alternatif
kebyakan, maupun rekomendas: vang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan fungsi anggaran Dengan demikian, proses pembahasan tidak hanva bersifat
formalitas. tetap1 benar-benar didukung oleh proses kajian dan pendalaman substansi.

Lebih jauh, forum FGD internal DPRD dapat menjadi sarana untuk memperkuat budaya
pengambilan keputusan vang berbasis data dan argumentasi. Setiap pandangan mengenai
perubahan kebijakan dan alokasi anggaran perlu didukung oleh informasi yang relevan serta
mempertimbangkan dampaknva terhadap masyarakat Pendekatan tersebut penting untuk
menjaga agar kebyjakan anggaran vang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif dan
regulatif, tetap1 juga memiliki relevansi vang kuat terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Hasil pembahasan melalm FGD juga dapat menjadi salah satu instrumen bagt DPRD
dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara lebih efektif Pemahaman vang
lebih mendalam mengenai KUA Perubahan dan PPAS Perubahan akan membantu anggota DPRD)
dalam menilai kesesuaian antara kebijakan vang direncanakan dengan implementasi program dan
penggunaan anggaran. Pada akhirmva, hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanva
proses penganggaran vang lebih transparan, akuntabel, efektif. efisien, dan berorientasi pada
hasil

FGD internal tersebut diharapkan dapat terbangun proses pembahasan KUA Perubahan
dan PPAS Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 vyang lebih substantif objektif,
partisipatif, dan berbasis data. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap lahirmmva kebijakan penganggaran vang lebtih tepat sasaran. sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah, selaras dengan prioritas pembangunan, serta mampu menjawab
kebutuhan masyarakat Kota Tegal secara efektif dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama i1 kami TUniversitas
Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Dawva Manusia Universitas
Semarang (PPSDM — USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal serta serta
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah
telah menvelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema “Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota
Tegal Tahun Anggaran 2026".

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1943;
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Ih.-"

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negarab Republik
Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terankhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakvat. Dewan Perwakilan
Rakvat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

LFE]

4 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemenntah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
Provinzi, Kabupaten/Kota:

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemenntah No. 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

B.  Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tabhun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9 Peraturan Mentenn Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provins: dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKota.

10. Permendagn No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,

0

MATERI

1. Kebiyjakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026
Narasumber - Madekhan Ali (FITRA).

2. Sinkromisasi Program dan Penvesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026,
Narasumber - Dr. Emna Widyastuti, S T.P., M. Agnibus (Bappeda Prov. Jateng).

3. Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026
Narasumber : Dr. Erna Widyastuti, S.T.P.. M. Agnbus (Bappeda Prov. Jateng).

4. FGD (Focus Group Discussion)
“Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Angoaran (KUA) Perubahan dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 20267,
Dipimpin oleh Pimpinan DPED Kota Tegal.

5. Lanjutan FGD (Focus Group Discussion).
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Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN
Maksud dan Tujuan diadakannva kegiatan 11 adalah sebagai berikut:

Peserta mampu memahami kebiyjakan umum yang menjadi dasar penvusunan KUA
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan mampu memahami proses penyusunan
prioritas pembangunan dan plafon anggaran sementara dalam PPAS Perubahan Tahun
Anggaran 2026 ;

Peserta mampu memahami mekanisme sinkronisasi program dan penyesuaian anggaran
dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026;

Peserta mampu memahami tahapan implementasi, monittoring, dan evaluasi KUA-PPAS
Perubahan sebagai dasar pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026;

Peserta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa mateni kegiatan
Workshop.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayvaan Workshop dan masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran
peningkatan SDM vang bersanglkutan vang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
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BABII
KEGIATAN
A. TEMA WORKSHOP
“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™.
B. WAKTUDANTEMPAT PENYELENGGARAAN
Har : Serun s.d. Rabu
Tanggal -10sd. 12 Agustus 2026
Tempat : Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan
J1. Gajah Mada Bar. No 11A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar |
Kota Pekalongan, Jawa Tengah
C. MATERIWORKSHOP
1. Kebiyjakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penvusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026,
2. Sinkronisasi Program dan Penvesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026.
Implementas:, Montoring, dan Evaluast KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.
4 FGD (Focus Group Discussion)
“Internal DPRD terkait Kebiyjakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prionitas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 20267,
5. Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)
D. NARASUMEBER
1.  Madekhan Ali (FITRA)
2. Dr. Emna Widyastuti, ST P, M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng)
3. Dr. Ema Widgastuti, S.T.P., M. Agribus {Bappeda Prov. Jateng)
4. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal
5. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal
E. MODERATOR
1. Achmad Saifudin. SKom. .
F. PESERTA

Peserta vang mengikoti Workshop dan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal
sebanvak 44 orang peserta.
14 orang pendamping dar Sekretariat DPRD Kota Tegal

Absensi Peserta dan Pendamping terlampir.
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SUSUNAN ACARA PEMBEUKAAN WORKSHOP
L

Pembukaan.

Menvanyikan Lagu Indonesia Raya.

Mengheningkan Cipta.

Sambutan-sambutan -

Pertama - Sambutan Rektor Universitas Semarang vang dalam hal 11 diwakili oleh
Wakil Fektor Il Universitas Semarang.
(Dr. Abdul Karim SE. . MS1  AK . CA)

Kedua  : Sambutan Ketua DPED Kota Tegal sekaligus membuka acara
(Kusnendro, 5.T.)

Penyerahan ucapan terimakasih
Foto bersama.

Penutup.

DISKUSI DAN TANYA JAWAB

PERTANYAAN, TANGGAPAN DAN SARAN (MATERI 1)

L

H. Eko Susanto

Mengenai dengan beras bantuan karena inflasi harga beras ketika kita surver dan beberapa
Eescue di atas Bp 14 000 ada vang Fp 13 300 akhirmya melebihi dari S5H.
Pertanvaannva, Apakah hal 1tu bisa dilaksanakan atau tidak agar tidak ada temuan di BPK
Sava khawatir juga kalau kita tetap melaksanakan harga di luar 5SH atau di atas SSH
khawatirnya ada penemuan, kalan dibelikan beras dengan harga di bawah Ep 14.000
berasnva agak jelek. kita berbenturan juga dengan anggota kami nanti kita yang
disalahkan_ jad:i kita agak bingung mengena: permasalahan inm1 barangkali Bapak ada
solust agar berasnya tetap bagus juga tidak terkena BPK mungkin sepert1 1tu

Zaenal Nurrohman, S.AP.

Dana dari pusat adalah 6 miliar sekian tadi saundara kam di Banggar Pak sisdiono, tabel
data DAU di tahun 2026 itu kota Tegal mendapatkan 10 miliar, tetap: ditulisnya tu
mendapatkan 6.9 miliar. Mohon penjelazannya pengalaman dari bapak dalam pengelolaan
APED dan informasi dari portal Kementerian Keuvangan harus ditulis dalam dokumen
APED kita vang tidak sesuat 1tu vang pertama.

Kemudian yang kedua terkait dengan analisa bapak mohon diperdalam lag: terkait dengan
belanja pegawai vang bergeser ke dalam belanja barang dan jasa. Ini Apakah sudah sesuai
dengan regulas: yang ada 7 Jadi kalau pikiran kami belanja barang dan jasa susah, maka
nanti bisa digunakan untuk belanja vang lain karena nomor satunya adalah belanja barang
dan jasa_ berbeda dengan belanja pegawai, kalau tidak mengaj pegawai va pasti disimpan
dan akan menjadi SILPA juga menjadi aman. Tetapi kalau barang dan jasa pasti digunakan
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OPD tersebut ataupun untuk belanja barang dan jasa ketika belanja pegawai ttu tidak
digunakan in1 analisanva bagaimana 7

Terus dikattkan dengan beberapa vang belum diketahui entical dan politik kami di DPRD
vang bisa menjadi dava dorong, kalau tadi bapak bilang belanja hanva di Bansos saja
mungkin menanyakan pada kami apakah reses tidak ada vsulan Bansos 7 kok stagnan_ nah
in1 sebetulnya belum saya mendapatkan belanja-belanja vang sehamsnya penting untuk
langsung ke masyarakat, jadi minta tolong kita nanti dipandu misalnva 1m belanja tidak
efisien tidak tepat analisa dan bapak seperti 1tu, kalau belanja dari OPD vang masuk ke sim1
ini tidak tepat harusnyva digeser pada sesuai EPIMD), harapannya ada analisanva dan bapak
juga begitu, Nah kita ingin mendapatkan pemaparan kayak begitu karena kita mendapatkan
pemaparan darn OPD mereka menggeser belanja dan bankeu atau BLUD tetapi belamja
BLUD ada 3 milyar sekian tapi untuk belanja alat medis di BLUD juga ada pemeliharaan
talan 1.8 miliar, di PU hanva sekian ttu juga temnvata di PU hanva Sekian dan tersebar di

mana saja, juga kita belum mendalami 1tu nant1 di komis: 1tu saja, terima kasth

JAWABAN NARASUMBER : Madekhan Ali (FITRA) :
1. Dibuktikan dengan SSH dengan beras premium dengan harga Rp 14.000 per kg, beras
premium Katakanlah EP 14 .000/keg tapr dalam peredaran waktunya lag:t ada faktor 1t

menjadi P 15.000kg di pasaran maka exitnya va Ada berita acara terkait dengan hasil
lelang 1tu hasil survel pasar ttu sebagai bantalan kalau ada pengecekan dart BPK. berita
acara kan ada waktu dan lokasinya, waktu dan lokasi survei vang menyebabkan bisa
dibuktikan ketika ada perubahan harga di waktu pada saat audit 1tu bisa dibuktikan seperti
itu. Untuk berita acara yvang membuat adalah ttm pengadaan yang mengadakan
(Lembaga yang bersangkutan), salah satunya ada pemerintahan, dinas sosial dan dinas-

dinas terkait.

2. Bicara tentang landasan hukum atau landasan normanf perpindahan belanja pegawai,
belanja barang dan jasa 1tu rupanya dan permenkeu yvang baru maksudnya begini. belanja
pegawai khusus mumah sakit sama Puskesmas vang sudah status BLUD khusus sebesar
100 maliar, katakan itu juga ditulis ke belanja pegawai yakni 100 miliar di APBD itu
merupakan kehiyjakan pemerintah pusat agar lebih fleksibel untuk menggunakan 100
miliar bukan hanya untuk gaj1 pegawai nya rumah sakit rtu ditaruh belanja yvang lain atau
belamja barang dan jasa. jadi tidak menambah belanja di pegawai karena jenis belanja
pegawai di BLUD 1tu juga bukan hanya kecil di belamja pokoknyva tetapi jasa pelayanan,
lalu honor dokter dan sebagainya itu lebih fleksibel jadi vang dititipkan ke APBD tolong
jangan ditaruh di belanja pegawai yang hanva untuk bavan pegawai rumah salkit ditaruh
d1 belanja barang dan jasa sehingga pihak rumah sakit bisa menggunakan lebih fleksibel
bukan hanva untuk gaji, 1tu mungkin vang paling fungsional. Permenkeu beberapa hal di

Indonesia peraturan Menter: Kevangan disingkat
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*» PERTANYAAN/TANGGAPAN (MATERI 2 dan 3)
1. Abdul Ghoni, S.E.

Untuk menjadi Daerah yang sebagat julukan daerah dengan ketahanan pangan mungkin
sava kira kurang. karena kurangnya area persawahan, vang sava tanvakan adalah
mengenal LDS yang Ibu sampaikan sampai dengan §7% dan kota Tegal satu-satu nya
kota vang mencapai target itu, bahkan Bapak Walikota bilang 90%,_ tetap1 ketika kami
melakukan verifikasi lapangan di beberapa daerah yang akan dyadikan lahan LDS oleh
Eementerian ATR banvak sekali lahan-lahan yvang ternyata meskipun dia masuk di LT)S
tetapr bukan lahan pertamian sekarang hanya rumput ilalang. Kemudian ada beberapa
daerah vang sudah tidak layak menjadi sawah karena adanya air laut masuk dan air
limbah_ di si1s1 1tu juga pengairannva dar air imbah warga setempat atau rumah tangoa,
sehingga 87% 1tu dan saya pemmah menanyakan juga di Kementerian ATR 1tu levelnya
provinsi. Jadi provinsi vang bagi kalau misalkan provinsinva tidak mencapam jadi
provinsinya vang mencari daerah-daerah lain, Saya kira level untuk mencapai level 87%
1tu bukan di kabupaten kota tapi provinsi.

Terkait dengan ketika suatu daerah dinyvatakan sebagai bentuk LP?P bawa insentif vang
harus diberikan kepada para pemilik lahan vang terkena LP2P sementara vang kami lihat
di kota tegal 1u banyak sekali infrastruktur pertanian 1tu rusak bahkan banyak saluran
trigasi vang sekarang banvak wvang rusak schingga beberapa saluran ingasi vang
sekarang menjadi alih fungsi menjadi drainase, Apakah msentif i1 betul-betul akan
diberikan sementara di RPIMD kota Tegal ttu untuk irigasi targetnya 0, tidak ada biava
pembangunan irigasi. Jadi i seperti apa 7 solusi dari provinsi atau pemenntah pusat?.

o JAWABANNARASUMBER : Dr. Erna Widijastuti, 5.T.P.. M. Agribus (Bappeda Prov.
Jateng)

1.  Terkait ketidakmampuan suatu daerah misalnya 87% | karena memang akhirnva untuk

di Jawa Tengah kemarin kami diskusi, kemarin 87% itu ditarik provins: Sehingga

nantinva daerah vang tidak mampu mencapai 87% akan disupport oleh daerah lain
daerah vang sudah di atas 87%. Kalau tidak salah bapak, seumpama dikasth insentif oleh
Bapak Gubernur dengan Kementerian sejauh ini masalah insentif kalau kita membuka
aturannyva justru bicara tentang duma pertamian jadi bicara tentang pertanian i kam
juga lebih banyak tetapi dinas PUPR karena berkaitan LP2B-nva dan Dinas Pertanian
dan peternakan semacam insentif apa vang pas untuk daerah-daerah yvang mampu
menetapkan LP2P di atas 87%, terkart dengan bapak vang telah disampaikan RPIMD-
nva kota Tegal vang nol irigasinya, 1 kalau prinsip kami ketika perubahan di RKPD di
kota Tegal padahal 1tu ada temanya adalah peningkatan ketersediaan pangan_ tata kelola,
mestinva pada waktu penyvusunan EKPD vang 2026 ditarik dari RPIMD kemudian di
rehab kebutuhan dan lain sebagainva mestinya akan muncul, kalau di RKPD muncul
tetapt di RPIMD tidak ada 1tu memang lebih baik atau mendukung yvang memang belum
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ada di sttu vaitu memang tidak diadakan perencanaan, tetapi kalau terkasit irigast kemarin
ada ketemuan dengan Kemenpan dan Kementerian PU terkait pendataan lokus. lokus
jaringan irigasi yang akan melakukan tarikan dari sumber airnya seperti BPBS dan lain
sebagainva tetapt dant kami 1tu lebih banvak vang input tetapi tidak bisa menjawab
secara teknis tapr artinya kebutuhan inigasi im kalau memang Bapak bizsa melaln
anggaran vang ada di kota Tegal. sava kira tu vang terbaik. tapi kalau tidak ada
mekanisme-mekanisme atau usulan ke Kementerian ke provinsi atau dinilai diverifikasi
oleh kami rtu, mungkin 1tu vang bisa kami jawab terkait 1tu, tetapi kalau melihat temanya
RKPD tahun 2026 sangat tidak mungkin saya kira mungkin bisa dicek lag1.

1.  LAMPIRAN

1

Surat Rekomendas: dart BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Surat Penawaran Workshop.

Surat Undangan Workshop.

Jadwal Workshop.

S K dan Susunan Pamtia

Surat balasan Workshop dan Sekretaris DPRD Kota Tegal
Mol USM dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal

Akreditas: Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
Absensi dan Biodata Narasumber.

. Absensi dan Biodata Moderator.

. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal
. Absensi Pendamping dan Sekretariat DPRD Kota Tegal

. Hasil Evaluasi Penvelenggaraan Workshop.

Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.

. Materi — maten1 Workshop.
. Dolumentasi.
. Daftar Kamar.

. Tanda terima seminar lat.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

|alan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman hitp://bpsdmd. jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomaor

Lampiran :

Perihal

Semarang, 10 Agustus 2026

: 073.3/PT04/1177.852/2026 Kepada :
1 (satu) bendel

: Rekomendasi Penyelenggaraan Rektor Universitas Semarang
Workshop Bagi Pimpinan Dan di
Anggota DPRD Kota Tegal TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 023/PPSDM.USM/RKM.WK/VIII/2026, tanggal
03 Agustus 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kota Tegal, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah
memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan
telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi
pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kota Tegal yang akan dilaksanakan pada
tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan 12 Agustus 2026 bertempat di Hotel
Howard Johnson By Wyndham Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai
berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode
pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar
mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga
substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota
DPRD;

3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:

a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Tahun Anggaran 2026;

b. Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan
Tahun 2026;

c. Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA PPAS Perubahan Tahun
Anggaran 2026;

d. FGD (Focus Group Discussion) “Internal DPRD terkait Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026";

4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan
menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;



5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi
Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi
peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga
pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka
pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih
lanjut;

7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan
evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil
manitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan
pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;

8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi jJawa
Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui
Telepon/Faksimile (024) 7473066 excention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Dr. USWATUN HASANAH, 5.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Tegal;

4, Sekretaris DPRD Kota Tegal;
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SURAT PENAWARAN dan UNDANGAN



YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat - JI. Soekarno Hatta Tlogosar 50196 Telp. (024) 6702757
Website - www. usm_ac id email ; diklat usm@gmail.com

Nomor : 023/PPSDM.USM/PN.WK/VIII/2026 Semarang, 1 Agustus 2026
Lamp : -
Hal : Penawaran Fasilitasi Kegiatan

Workshop DPRD Kota Tegal

Kepada Yth;
Ketua DPRD Kota Tegal

di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi
dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melzlui Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bermaksud
mengajukan Penawaran Fasilitasi Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Tegal dalam bentuk Workshop dengan tema “Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perutbahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026" yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Senin s.d. Rabu
Tanggal : 10 s.d. 12 Agustus 2026
Tempat : Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.11A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
Kontribusi  : Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per peserta

Besar harapan kami penawaran ini dapat bekerjasama dengan DPRD Kota Tegal yang dapat
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami
sampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Tegal;

3. Arsip.
» FAHLILTAS HURLIM : Progdi 51 Fma Hukom « FAHULTAS PSIHOLOG : Progdi 51 Psikologi
» FANULTAS EHONOMI - Progdi O-11 Mangiemen Perusshaan:; 51 Manalemen; 51 Akuntanzi + FAHULTAS TEHNOLOGH INFORMAS] DAM HOMUNIKASI ;
« FAHLULTAS TEKNIK - Progdi 51 Teknik Sqpil; 51 Teknik Eieléro 51 Perencanaan Wilaysh dan Hota Progdi 51 Sistem informasi; 51 Teknik Informatika; Progdi 51 lmu Komurnkasi
» FAKULTAS TEKNOLCSE PERTANLAN : Progdi 51 Teknologi Hasd Pertanian + PROGRAM PASCA SARJANA - Doktor limu Mangjemen, Magister Manajemen;

Mapisier llmu Hokum, Magzster Psikodogi. Magister Teknii Sipil




YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat - JL Soekamo Hatia Tiogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Usm Website - www usm ac id email ; diklat usm@gmail com
Nomor : 023/PPSDM.USM/UDG.WK/VIII/2026 Semarang, 5 Agustus 2026
Lamp :-

Hal : Undangan Workshop

Kepada Yth;
Ketua DPRD Kota Tegal

di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi
dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bermaksud
mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal untuk menjadi peserta
dalam kegiatan Workshop dengan tema “Kebijakan Unuim Anggaran (KUA) Perubahan
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubalhan Kota Tegal Tahun
Anggaran 2026” yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Senin s.d. Rabu
Tanggal : 10 s.d. 12 Agustus 2026
Tempat : Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.11A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah
Kontribusi  : Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per peserta

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening Bank BNI :
1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat,
Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan
Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami
sampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Tegal;

3. Arsip.
+ FAKULTAS HURLIM : Progdi 51 Fma Hukum « FAKULTAS PSIOLOG! : Progdi 51 Psilologi
» FAMULTAS EHONOMI - Progdi O-11 Mangiemen Perusshaan; 51 Manalemen; 51 Akuntanzi + FAHULTAS TEHNOLOGH INFORMAS! DAN HOMUNIKASI ;
« FAKULTAS TEKNIK - Progdi 51 Teknik Sqpil; 51 Teknik Eielktro; 51 Perencansan YWilaysh dan Kota Progdi 51 Sistem informast 51 Teknik Informatika; Progdi 51 [bmu Komumiasi
» FAKULTAS TEKNOLCSG! PERTANLAN : Progdi 51 Tekmologi Hasd Pertanian + PROGRAM PASCA SARJANS - Doktor limu Mangjemen, Magister Manajemen;

Magisier llma Hokum, Magister Psikologi. Magister Teknii Sipil




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

SURAT PERSETUJUAN DARI SEKRETARIAT DPRD



() PEMERINTAH KOTA TEGAL
&) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Jalan Pemuda Nomor 4 Telepon (0283) 321505 Faksimili (0283) 322269

TeEaI-EEH'I

Tegal, 3 Agustus 2026

Kepada Yth.
Nomor . 400.3/5etwan/656 Ketua Pusat Pengembangan
Sifat . Segera Sumber Daya Manusia Universitas
Lan_'lpﬂaﬂ T e Semarang (PPSDM-USM)
Perihal . Kesediaan Mengikuti Kegiatan Bedah Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari
Rancangan Peraturan Daerah di-
SEMARANG

Memperhatikan ~ Surat Saudara tanggal 1 Agustus 2026 Nemor
023/PPSDM.USM/PN.WK/VI11/2026 perihal Penawaran Fasilitasi Kegiatan Workshop
DPRD Kota Tegal, bersama ini disampaikan bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal bersedia mengikuti kegiatan workshop yang
diselenggarakan oleh Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) dengan
tema "Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Angagaran
Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026" pada:

Hari Senin sd Rabu

Tanggal : 10 sd 12 Agustus 2026

Tempat : Howard Johnsen By Wyndham
JI. Gajah Mada Barat no. 11A, Kramatsari, Kecamatan Pekalongan
Barat, Kota Pekalongan

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasama yang baik disampaikan

terima kasih.
SEK AN PERWAKILAN RAKYAT
DA FGAL,
; |
MUHAM ELERST‘EAWAH, S.T. MSi.
Pembina: 1 a
NIP. i 19) 03 1 006
Tembusan: '

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

JADWAL



YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretanat - JI Soekamo Hatta Tlogosan 50196 Telp. (024) 6702757
Website © www.usm_ac.id email | dikiat. usmi@gmail.com

Jadwal Kegiatan

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran
Semeniara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026
Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

Hari, Tanggal Waktu Keterangan, Materi & Narasumber Jp Tujuan Pembelajaran
Senin, 10 13.00 — 18.00 | Check in dan registrasi peserta
Agustus 18.00 — 21.00 | Makan Malam
226 21.00. Istirahat
06.00 — 08.00 | Sarapan pagi
Selasa, 11 | 9500 - 08.30 | Pembukaan;
Agustus 1. Sambutan Rektor Universitas
2026 Semarang.
2. Sambutan Ketua DPRD Kota Tegal
. sekaligus membuka acara.
08.30 — 10.30 Materil : Peserta  mampu  memahami
" Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan kebifakan umum yang menjadi
Tahun Anggaran 2026 dan  Penyusunan dasar Denyusunan KUA
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2 Perubahan Kotz Tegal Tahun
{PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026" Anggaran 2026 dan  mampu
! . Narasumber : Madekhan Ali (FITRA) ﬁfﬂﬁ; " i‘;’;‘:ﬂ ijjﬁ””jjﬁ
10.30- 10.45 | Coffee Break 5 i A
: | _ plafen  anggaran  sementara
10.45—11.45 Lanjutan : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) |1 dalam PPAS Perubafan Tahun
Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Anggaran 202¢.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan  Tahun
Anggaran 2026
Marasumber : Madekhan Ali (FITRA)
11.45 - 12.15 Diskusi dan Tanya Jawab 0,5
12.15—13.00 ISHOMA
13.00 — 15.00 Materi 2 : Peserta mampu memahami
"Sinkronisasi  Program  danm  Penyesuaian 2 ggikapn;:::m:gﬁr{::;;?raf.r[:i%r}:m
Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025 penyusunan APBD  Perubahan
Marasumber : Dr. Erna Widijastuti, 5.T.P., M. Tahun Anggaran 2026
Agribus {Bappeda Prov. Jateng)
15.00 - 15.15 | Coffee Break
15.15—- 16.45 | Materi3 : | Peserta mampu  memahami
" Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA- | 1,5 tahapan im]:_r}ementa % MORIEDHAG,
PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 Sin SimnssE RUARERS Fertibahon
; sebagai dasar pelaksanaan APED
Marasumber ;- Dr. Erna Widijastuti, S.T.P., Perubahan Tahun Anggaran 2026
M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng)
16.45-17.15 | Diskusi dan Tanya Jawab 0,5
17.15—19.30 ISHOMA
19.30 - 22.00 Materi 4 : FPeserta mampu memahami dan
FGED (Focus Group Discussion) 2,5 menarik kesimpulan dari beberapa

"Tnternal DFRD fterkait Kebijakan Umuom
Anggaran (KUA) Perubahan dan Frioritas
Plafon Anggaran Sementara (FPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran
20267

materi kegiatan Workshop

- FAKULTAS HUKUM : Progdi 51 limu Hukum
* FAKULTAS EKONCMI : Progd: D-H1 Manaiemen Perusghaan; 51 Mangemen; 51 Akumansi
- FAKULTAS TERMIK, - Progdi 51 Teknik Sipd; 51 Tedondk Elekire; 51 Perancanaan Wiayah dan

Kotz

- FAKLULTAS TEREMNCLOG] FERTANIAN ! Progai 51 Teknologi Hasi Pentanian

. ® 4 &

FAKULTAS PSIKOLOGE : Progdi 51 Peikologi

FAKULTAS TEKNOLOG! MFORMASIH DAN KOMUMIKAS]

Progdi 51 Sistern Informasi; 51 Teknik informatiks; Progdi 51 limu Komunikasi
PROGRAM PASCA SARIANA - Dokior limu Manajemen, Magister Manajemen:
Magister Imu Hulkurm; Magister Poikologl, Magister Teknik Sipd




ey

)

YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretanat - JI Soekamo Hatta Tlogosan 50196 Telp. (024) 6702757

Usm Website : www.usm_ac.id email ; dikiat usmi@gmail.com
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota
Tegal
22.00—22.30 Diskusi dan Tanya Jawab 1
23.00 Istirahat
Rabu, 12 | 06.00-08.00 | Sarapan pagi
Agustus 08.00 — 10.20 Materi 5 :
2026 Lanjutan FGED (Focus Groug Discussion) 2,9

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota
Tegal

10.30-11.00 | Penutupam
11.00 - 12.00 Penyelesaian administrasi dan

| . 12.00 | Check out Hotel

Catatan : Sesuai dengsn sititasi dan kondisi yvang tak terduga, fadwal scars inf dapat berubalh secara Meksibel

FAKULTAS PSIKCLOGE : Progdi 51 Peiologi
FAKULTAS TEEKNOLOG! MFORMASH DAN KOMUMIKAS

»  FAKULTAS HUKUM : PropdiS1 limu Hulum

* FAKULTAS EKONCMI : Progd: D-H1 Manaiemen Perusghaan; 51 Mangemen; 51 Akumansi

= FAKULTAS TERMIK : Progdi 51 Telmi Siph; 51 Teknk Elekie; 51 Perencanasn Wiksysh dan
Kotz

s FAKULTAS TEKNCLOG! FERTANIAN | Progdi 51 Tekngiagi Hash Pertanian Magister fmu Huturn: Magister Peikologl, Magister Tekmik Sipd

. ® 4 &

Progdi 51 Sistern Informasi; 51 Teknik informatiks; Progdi 51 limu Komunikasi
PROGRAM PASCA SARIANA - Dokior limu Manajemen, Magister Manajemen:
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YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat - JI. Soekarno Hatta Tlogosar 50196 Telp. (024) 6702757
Website - www. usm_ac.id email ; diklat usm@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 023/PPSDM.USM/SK.WK/VIII/2026

Tentang:

PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KOTA TEGAL
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop maka perlu membentuk tim panitia
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang
cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :  Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang
(PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop.

Menetapkan : 1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan

ini sebagai panitia Workshop DPRD Kota Tegal di Howard Johnson By
Wyndham — Kota Pekalongan tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026.

2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan
tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.

3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini,
dibebankan pada pelaksana.

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila di kemudian har terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Tembusan :
1. Rektor Universitas Semarang.
2. Kepala BPSDM Kemendagri RL
3. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
4, Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,

« FAKULTAS HUKUM - Progdi 51 Timu Habowm = FAKULTAS PSIKDLOG! : Progdi 31 Peologi

» FAKULTAS EKOMOM| - Progd DI Mangjemen Perusshaan: 51 Mangjemen; 51 Akuntansi = FAKULTAS TERNOLOG! IMFORMAS! DAN KOMUNIKAS!

« FAKULTAS TEKMI : Progdi 51 Teknik Sipd: 59 Teknik Elekdro: 51 Perencanasn Wilsyah Progdi S1 Sistem Informasi; 51 Teknik Informatia; Propdi 51 lima Komunikas:
dan Hots = PROGRAM PASCA SARIAMA, - Doktor imu Manajemen, Magister Mansjemen;

o FAKLILTAS TEXNOLOG! PERTAMIAN - Progdi 51 Teknolopi Hasd Pertanian Magister limy Hukum; Magister Psikologi, Magister Teknik Sipl




Lampiran Surat Keputusan Nomaor : 023/PPSOM.USM/SK. WIK/VIIL 2026
Tanggal : b Agustus 2026

PANITIA KEGIATAN WORKSHOP) DPRD KOTA TEGAL
KERIASAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL DEMGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026

Tim Persiapan:
1. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDMD Provins: Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kota Tegal

Tim Pengawas:

1. Dr. Muhammad Junaidi, 5.H.1., M.H. * Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:
- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

- Ketua  Edi Purnomao, 5.E., WMLUM., Akt
- Wakil Ketua * Budi Suryanto, 5.H., M.H.

- Sekretaris ¢ Abdur Rahman, 5.50s.1.

- Bendahara » Ayuni Puspowati, 5.E.

- Anggota Agus Sutopo, 5.E.

1

2. Rifka Widya Emilia, 5.Pd.

3.  Annisa Ghani Rasyiddianti, 5.E.
4. Laksita Saraswati

5. Jamaluddin

6. Rossy Aprilia Putri, 5.1kom.

7. Mohammad Khoirul Annas, 5.8k
B. Achmad 5aifudin, 5.Kom.

9. Lathifa Nurrahmah




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS/WORKSHOP BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR : 658.1/PKS.BINTEK[VIII/2026
NOMOR : 023/PPSDM.USM/MOU.WK/VIII/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal empat Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh

enam kami yang bertanda tangan di bawah ini

|. MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, 8.T., M.8Bi, Sckretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Tegal berkedudukan di Jalan Pemuda No. 4 Kota Tegal, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Tegal yang sclanjutnya disebut PIHAK KESATU.
9 Dr. SUPARI, 8.T., M.T., Rektor Universitas Semarang yang berkedudukan di

Jalan Sockarno Hatta, Tlogesari Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama serta sah mewakili Universitas Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PARA PIHAK terfebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa PARA

PIHAK perlu membentuk kerjasama, dengan saling menghormati dan menghargai

serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan

negara dengan berdasarkan:

1.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomar 6841);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomaor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan



Rakvat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilun Daerah, dan Dewnn
Perwnkilan Rakyvat Daerah;
4. Peraturan Pemenintah No. 12 Tohun 2017 tentong Pembinaon dan Pengowasin

Penvelenggarnan Pemenntah Daerah;

i

. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tato
Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten /Kota;

&

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Dacrah;

~J

. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

w

Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota;

10.Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yvang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam

penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota  Dewan

Perwakilan Rakyat Darrah Kota Tegal melalui pela kemitraan dengan ketentuan

sebapai berkut:

BaB1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan
Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kota Tegal.

(2] Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/fatau memperoleh
manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih
meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk
meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Tegal serta sebagal wujud Tri Dharma
Perpuruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

BAB 11
PELAKSANAAN
Pasal 2
Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop akan dilaksanakan pada:



Han S Senin 8.4, Rabu
Tanggal 10 sd. 12 Agusius 2026
Tempat - Howard Johnson By Wyndham - Kota Pekalongan
JI Gajah Mada Bar. No.11A, Kramatsard, Kec. Pekalongan Bar,,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
Tema . Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran
2026.

BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
(1] PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek
pembelajaran Bimbingan Teknis/Workshop Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Tegal serta mendapatkan fasilitas akomodasi

dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat.

i2) PIHAK KESATU berkewajiban:

i, menyiapkan Peserta Bimbingan Teknis/Workshop Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;

b. menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop
schesar Rp. 6.000,000,- (enam juta rupiah) per-peseria kepada PFIHAK KEDUA
selaku penyelengeara;

c. memberikan  data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan
PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan
Teknis/Workshop.

{3) FIHAK KEDUA berhak:

a. mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis/Workshop
dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Tegal
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta dari PIHAK KESATU.

b. memperoleh data/informasi terlouit Penyelenggaraan Bimbingan
Teknis/Workshop Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakval Daerah
Kotn Tegal dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. Melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan
Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaraan, bahan
ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan
menandatangani sertifikat;

b, Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanann Bimbingan
Teknis/Workshop  kepada Badan Pengembangan  Sumber Daya Manusia
Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.



¢ Mengyukan permohonan  penomoran sertifikat dan menyampaikan laporan
pelaksanaan  Bimbingan  Teknis/Workshop kepada Badan  Pengembangan
Sumber Daya Manusin (BPSDM) Kemendagri RIL
d. Memberikan pertanggungiawaban kontrak Lumsum dilokukan berdasarkan
hasil penyelesaian pekerjaan yang disepakati, bukan berdasarkan rincan
bayn actual berapa
- Laporan Akhir Kegiatan dengan lampiran (daftar hadir peserta, daftar hadir
narasumber, dokumentasi foto, materi, rekomendasi Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Dacrah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
= Kwitansi Pembayaran per-peserta.
- Sertifikat.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4
(1) Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini
menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yang pelaksanaannya berdasarkan
kesepakatan kedua belah PIHAK.
{(2) PIHAK KESATU harus melakukan pembayaran kontribusi peserta pada
kegiatan Workshop DPRD Kota Tegal melalui nomor rekening Bank BNI :
1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG

BAB Y
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 5
(1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK sebagal alabat dan
Prlaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan terlebih
dahulu secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
maka penyelesaian persclisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakat
oleh PARA PIHAK.

BAB V1
LAIN-LAIN
Pasal 6
(1) Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum don ketentuan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesin
{2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis
dari PARA PIHAK.
{3) Hal-hal yang belum dintur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam
bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian ini.



BAB VI
PENUTUP
Pasal 7
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 [dun) dan ditandatangani di atas kertas
bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum

yvang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA




BAB VI
PENUTUP
Pasal 7
Perjanjian ini dibuat dalom rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas
bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing -masing mempunyal kekuatan hukum

VANE Sami.

PIHAK KESATU _
ARISIG m-:wﬁ:‘\ ISITAS SEMARANG (USM|
A # .

\ f-nr‘ BT .Ti
\ ""p': DE5%70030102033




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM



BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional P_grguruan Tinggi

herdasarkan Surat Keputusan Direktur Devian Besekutif BAN-PT No. 2001 /SK/BAN-PT/AKFTI2025, menyatakan
bahwa

Universitas Semarang, Kota Semarang
mempnubd syarat pemnrght

Akreditasi Unggul

Setifiar akredfasl perguim frggr 16l ferak
sEfak tanggal 19 - Maret - 2025 sampai oefgan 15 - Maret - 2030

—— lakarta, 19 Maret - 2025

.

Prof &riPurbayanta, PhD.
Wirektur Dewan Eksekufit

BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutil BAN-PT No, 4404/SK/BAN-PT/AK KP/S/N2024, menyatakan
bahwa
Frogram Studs limu Hukum, Pads Program Sarana Universitas Semarang, Kota Semarang
mermenuhl syarat peringknt

Akreditasi Unggul

Sertificad akredmas: progranm: stuml mf deriaks
sajak fangga 21 - Med - 2004 sampai dengan 20 - Maver . 2029

= _ fakarta, X1 - Mel - 2024

-

Prot. Ar{Purhayanta. Ph 0
Direktur Bewan Eksekutil




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



YAYASANALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM]
USM Sekretariat : Ji. Boskmmo Hatta Tiogosari 50196 Telp. (024) 6702757

_-_wwﬂw‘h—-___
DAFTAR HADIR NARASUMBER

! WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL
“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

Howard Johnson By Wyndham ~ Kota Pekalongan, 10 5.d. 12 Agustus 2026

No. NAMA HARI/TANGGAL TANDA TANGAN
1 [Madekhan Ay I Agustus mz@% -

2 | Brna WRyAHR W Agusns 2026) AR
3 | Erw WF%WH b 7’5-3/»]1&5 W16 M




YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORDO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat ; JI. Soskamo Hatta nnpun 50195 Telp, (024) 6702757
baife ; waww, L rriall.

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL
“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026

Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

I | Nama Maderhan AL
2 | NIP oTidgIZOl  ( NIPN ) |

3 | Tempat/Tgl Lahir | Lamongon, /B AFRIL 1975
4 | Pangkat/Golongan Lektdr t‘l’rﬂfﬂ'

5 | Instansi PITRA

6 | Jabatan Tfﬂa;a Ahe)

7 | Jenis Kelamin Cars - (ary

8 | NPWP 2\, 760.235 264L s00

9 | No. Telp/HP ©85 259898639

10 | Email madthan.ati @ gmoil . com

1 ,f,:::l';lj":f" $2 pnvarR L
Tenaga Aty Bodon Anggaravt DFEV Jafiv
DeSén LMV A 1ad)

12 | Pengalaman Kerja

Nsser] i Eiwinyries P Appp kota Tigol zezd
disampaikan Doton Pencapovan Targrt

13

Pekalongan, ' Agustus 2026

j MAapelcH AN ALl




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM}
Sekretarial : JL Soskamo Hatla Tlugnm E-DWE Telp. (024) 6702757

BIODATA NARASUMBER

- WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL
“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™

Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

_1 Nama Dr. EGNA Widiyaseats . STP, M,H"""‘Jd
2 | NIP |9731e [4] 998 032 004
-_3. Tempat/Tgl. Lahir
o 4 | Pangkat/Golongan | Pk no T | (W)
5 | Instansi
o [e— Yoldle Bidend Festromerion §o SDA Oovtede At Soteng
7 | Jenis Kelamin Pestmbacn
8 | NPWP
9 | No. Telp./HP 0E112 7ugl4
10 | Email @ td U #H @97l Com
¥ |||

12 | Pengalaman Kerja

Materi yang
disampaikan

13

Pekalongan, || Agustus 2026

/’\A/Lj, |
e Ui mbh




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG {(PPSDM-USM)
Sekrstarial ; J. Soekemo Hatta Tlogasari 50196 Telp. (024) 6702757
bsile - ST e id smail ¢ diklat mail eom

DAFTAR HADIR MODERATOR

- WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL
ebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026

Howard Johnson By Wyndham - Kota Pekalongan, 10 5.d. 12 Agustus 2026

—

No. NAMA HARI/TANGGAL TANDA TANGAN

1 P('GIWM{{I {B]be}rn &jﬂfg 1| Adgta] 2 0% MH
L
P E pehmed $o: Fudin sdofe 11 A9stos 2026 ﬁf;

3 |pchred Snidin 5t7r'i'/if HYH-T 026




YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : JI, Soekamo Hatta Tiogosar 50196 Telp. (024) 6702757
bisil usm.ac. id emall ; dik! il

BIODATA MODERATOR

e WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 20267

Howard Johnson By Wyndham - Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

1 |Nama pchmed Guitudin 4. Kom

2 | NIP

3 | Tempat/Tgl. Lahir | YCud«S / ;Lo

4 | Pangkat/Golongan

5 | Instansi PPSD M - ufM

6 |dabatan |

7 | Jenis Kelamin il

=== I

9 | No. Telp./HP O 9L 70 227

10 | Email L.Jihacﬁnaﬁnmﬁh@%m'f{am
® | Torakbir 5

12 | Pengalaman Kerja

Pekalongan, | { Agustus 2026




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : JI. Soskamo Hatta Tiogosan 50196 Telp. (024) 6702757
"'"'I--..___ . = Wabsite ; www.usm.ac.id emall : dikiat ﬂsmall.mm =i

DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

i WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™

Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026
Hari/ Tanggal : Senin, 10 Agustus 2026

Agenda : = Check in & registrasi peserta
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
e
1 | KUSNENDRO, ST, Ketua DPRD 1{}%‘:(
2 | WASMAD EDI SUSILO, S.H. Wakil Ketua DPRD | 2 j ol
'
3 | H AMIRUDDIN, Le, Wakil Ketwa DPRD |3 //
4 |TRIONO,SH. Anggota DPRD 4 ‘é
—
5 | MOH. MUSLIM Anggota DPRD ﬁv
‘@ | 6 |H EKOSUSANTO Anggota DPRD 6
7 | H SISDIONO, SPd. Anggota DPRD 7 Z”"
8 | Drs H. ANSHORI FAQIH Anggota DPRD 8 9
& /
9 | MOH. SEFRUDIN Anggota DPRD 9
10 | ARDY ARAFIQ Anggota DPRD o —




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
11 | EKO MULYONO Anggota DPRD | 11 ;&_
12 | M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak. Anggota DPRD lﬂ
13 | TENGKU RAYHAN MAKARIM, ki |
BAM IKom. EE /

v
14 | BAGAS SATYA INDRANA, SH,MH. | AnggotaDPRD | 14 6@6’
15 | ARIE PRIMA SETYOKO, SE. 5 Psi Anggota DPRD | 15 %
16 |ENNY YUNINGSIH, S.H. MM. Anggota DPRD usw

n_ i
I7 | Hj. RATNA, S.Pt Anggota DPRD | 17
18 |SUTARL SH.MH. Anggota DPRD }/ ~ -
rf‘ /
19 | SUGIYONO, SE. Anggota DPRD | 19
T

21 | BENI AGENG PENGGALIH, SH. Anggota DPRD\Q

L7

= &'
23 | MOH. MASRURI @Rﬂ 23 M X
24 | Hj. ERNI RATNANL S E MM Anggota DPRD | 24

‘ L

25 | Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. MM. Anggota DPRD | 25 M




NO

NAMA

JABATAN | TANDA TANGAN

26

ABDUL GHONI, SE.

Anggota DPRQ::GE’W

27

ZAENAL NURROHMAN, S.AP.

Anggota DPRD &/le.ﬁl_

28

FATHUL IMAM, S.Pd.1

Anggota DPRD | 28

29

H.M.ILYAS, SH.MM.

Anggota DPRD | 29 %

30

MOH. AL1 MASHURI, S.AP.

Anggota DFRZW




“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahsn dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

YAYASANALUMNI UNIVERSITAS DIPON

UNIVERSITAS SEMARAN

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSD

Sekretariat : JL Soekamo Hatla Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
mail com

Vabsite ; waww usm.ec, id amail - diklal

DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

EGORO

M-USM)

(PPAS)

Howard Johnson By Wyndham - Kota Pekalongan, 10 s.d, 12 Agustus 2026

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026

Agenda ¢ - Pembukaan

Materi 1 : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun

2026,

Lanjutan : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Tahun Anggaran 2026

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
I | KUSNENDRO, S.T. Ketua DPRD %

WASMAD EDI SUSILO, SH.

Wakil Ketua DPRD

H. AMIRUDDIN, Le.

Wakil Ketua DPRD

4 | TRIONO,SH. Anggota DPRD
5 | MOH, MUSLIM Angpota DPRD
6 | H.EKO SUSANTO Anggota DPRD
—? H. SISDIONO, S.Pd. Anggota DPRD
4 8 | Drs. H. ANSHORI FAQIH Anggota DPRD
‘_9 MOH. SEFRUDIN Anggota DPRD
T ARDY ARAFIQ Anggota DPRD — [ 10—,




NO

NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
11 | EKO MULYONO Anggota DPRD | 1] é
12 | M. TARSO SUPRIADIN, A Md Ak. Anggota DPRD | 12 %
TENGKU RAYHAN MAKARIM
O figsisidig ' Anggota DPRD IW
4 | BAGAS SATYA INDRANA,SH., MH. Anggota DPRD | 14 &
15 | ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. 8.Psi. Anggota DPRD | 15 %:
16 | ENNY YUNINGSIH, SH MM Anggota DPRD | 16 W
\J . 4
17 |Hj. RATNA, SPt. Anggota DPRD | 17
18 | SUTARL SH MH. Anggota DPRD | |
A g
19 | SUGIYOND, SE Anggota DPRD | 19

T
=

21 | BENI AGENG PENGGALIH, SH. Aggita npu{ 21
\
22 | PURNOMO, S.H. Anggota DPRD | 2%, ?_:
23 | MOH. MASRURI m@ in/{
24 | Hj ERNIRATNANI, SE. MM Anggota DPRD | 24 C%n%
[
25 | Hj. NUR FITRIANI, S EAkt. MM. Anggota DPRD | 25 M




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN

26 | ABDUL GHONI, SE. Anggota np%ﬁ:%(f;

27 | ZAENAL NURROHMAN, S AP. Anggota DPRD u(—r\,'k’%’
/M l

28 | FATHUL IMAM, S Pd.] Anggota DPRD | 28 ( :

29 |H. M.ILYAS, SH MM, Anggota DPRD 29’%/

30 | MOH. ALI MASHURL S.AP.,

Anggota DP%W

Fakefagean, 12 Apustus 2026

sana Harian PPSDM- USM



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG [PPSOM-USM)
Sekretariat : JI. Scokamo Hatte Tiogosar 50196 Telp. (024) 6702757

e Wabaile : www.usm.ac id emall : dmlnuumﬂaﬂ Com —
- anns

DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

=" WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”
Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026

Materi 2 : Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026
Materi 3 - Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran
2026.
- | NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 | KUSNENDRO, S.T. Keétua DPRD %
2 | WASMAD EDI SUSILO, S H. Wakil Ketua DPRD | 2 ‘q:——-'
4
3 | H. AMIRUDDIN, Lc. Wakil Ketua DPRD 3 %
4 | TRIONO,SH. Anggota DPRD 4 ":;-"::‘—;' |
s 5 | MOH, MUSLIM Anpgota DPRD

6 | H. EKO SUSANTO Anggota DPRD @] z

Pl

1
8 | Drs. H. ANSHORI FAQIH Anggota DPRD 8 ,§Z
[

e —
10 | ARDY ARAFIQ Anggota DPRD "'“l'e'_‘-——-.._____

7 | H. SISDIONO, S.Pd. Anggota DFRD 7 %’
9

9 | MOH. SEFRUDIN Anggota DPRD




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
11 | EKO MULYONO Anggota DPRD
12 | M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak. Anggota DPRD
13 Eﬁ“ﬁﬁi?w MLMRARINE, Anggota DPRD
14 | BAGAS SATYA INDRANA, SH, MH Anggota DPRD
15 | ARIE PRIMA SETYOKO, SE. S.Psi Anggota DPRD
16 |ENNY YUNINGSIH, S.H MM. Anggota DPRD
17 | Hj. RATNA, S.Pt. Anggota DPRD
18 | SUTARI, S.H. MH. Anggota DPRD
19 |SUGIYONO, SE. Anggota DPRD
21 |BENI AGENG PENGGALIH, SH. Anggota DP%

N
22 | PURNOMO, S H. Anggota DPRD
23 | MOH. MASRURI Anggota DPRD
24 | Hj. ERNI RATNANI, S.E. MM. Anggota DPRD
25 | Hj. NUR FITRIANL, S.E Akt MM. Anggota DPRD

l



e

JABATAN | TANDA TANGAN

NO NAMA
26 | ABDUL GHONIL, SE. Anggota DPRE:E% a/f_
27 | ZAENAL NURROHMAN, S.AP. Anggota DPRD VT“‘J&)"
|
I I
28 | FATHUL IMAM, S.Pd. Anggota DPRD | 28 {
29 |H.M.ILYAS, SH. MM. Anggota DPRD | 2
30 | MOH. ALI MASHURI, 5.AP.

Anggota DPRD CW




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekrelarial : JI. Soskamo Hatla Tlogosari 50196 Telp, (024) 6TO2757
Websile : www,usm ac id email - dikiat mail.com

DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

= WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementars (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”
Howard Johnson By Wyndham - Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

Hari / Tanpgal : Rabuy, 12 Agustus 2026

Materi 5 - Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)
Agenda : = Penutupan
- Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat
- Check Out Hotel
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
| | KUSNENDRO, S.T. Ketua DPRD 1 m
2 | WASMAD EDI SUSILO, SH. Wakil Ketua DPRD 2 '\/}[ A
A
3 | H. AMIRUDDIN, Le, Wakil Ketua DPRD 3 %‘
4 |TRIONO,SH Anggota DPRD CRp—
5 | MOH. MUSLIM Anggota DPRD ; ______;?
6 |H. EKO SUSANTO Anggota DPRD 6/5@}
<=
7 | H.SISDIONO, S.Pd Anggota DPRD 7 %
8 | Drs. H ANSHORI FAQIH Anggota DPRD 8 4 i
7
9 | MOH. SEFRUDIN Anggota DPRD 9 W
10 | ARDY ARAFIQ Anggota DPRD 10 %__j’-—-




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN

11 | EKOMULYONO Anggota DPRD | 11 i

12 | M. TARSO SUPRIADIN, A Md Ak. Anggota DPRD | 12 %

13 | TENGKURAYHANMAKARIM, |\ e /(92’
(S~

I4 | BAGAS SATYA INDRANA, S.H, MH. Angpota DPRD | 14 w

15 | ARIE PRIMA SETYOKO, SE SPsi Anggota DPRD | 15 7:,’-_-

16 | ENNY YUNINGSIH, S.H. MM Anggota DPRD uxW

17 |Hj. RATNA SPL Anggota DPRD | 17

18 | SUTARI, S.H. MH. Anggota DPRQ/’( /

19 | SUGIYONO, SE. Anggota DPRD

21 | BENI AGENG PENGGALIH, SH. Anggota npr% 21
N
22 | PURNOMO, S H. Anggota DPRD
Arer
23 | MOH. MASRURI A 3 )f 2
24 | Hj. ERNI RATNANI, SE MM, Anggota DPRD | 24 %
25 | Hj. NUR FITRIANL, S.E.Akt. M.M. AnggotaDPRD |25 M




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
26 | ABDUL GHONI, S.E. Anggota ugm::ﬁ:%%%,
27 | ZAENAL NURROHMAN, S AP. Anggota DPRD
28 | FATHUL IMAM, S.Pd.l Anggota DPRD
29 |H. M ILYAS, SH MM. Anggota DPRD
30 | MOH. AL1 MASHURI, S AP. Anggota DPRD




YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-LISM)
Sakreleriat : JL Soakamo Halla Tlogosan 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm ac.id email ; ﬁkmﬂimnﬂ.m

DAFTAR HADIR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL
“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubshan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”

Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion)
“Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 | KUSNENDRO, ST. Ketua DPRD ﬂ@“ﬁi
2 | WASMAD EDI SUSILO, S H. Wakil Ketua DPRD s = I 1
/|
3 |H.AMIRUDDIN, Le¢. Wakil Ketua DPRD 3

4 | TRIONO, S.H. Anggota DPRD 4;

=
S | MOH. MUSLIM Anggota DPRD _g%‘
&
6 |H. EKO SUSANTO Anggota DPRD /ﬁ/ : L
7 | H. SISDIONO, S Pd. Anggota DPRD 7 /%f,
8 | Drs. H ANSHORI FAQIH Anggota DPRD 8 __g
/
9 | MOH. SEFRUDIN Anggota DPRD QW
f
V7

10 | ARDY ARAFIQ Anggota DPRD




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN

11 | EKOMULYONO Anggota DPRD

12 | M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak. Anggota DPRD

13 EENIS E?mm MAKARIM, Anggota DFRD

14 | BAGAS SATYA INDRANA, S.H, MH. Anggota DPRD

15 | ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. §.Psi. Anggota DPRD

16 | ENNY YUNINGSIH, S.H MM. Anggota DPRD

17 |Hj. RATNA, S.PL Anggota DPRD

18 | SUTARLSH MH Anggota DPRD f’(’ }'
19 | SUGIYONO, SE. _

Anggota DPRD

|

/—“\ A -
21 | BENI AGENG PENGGALIH, SH. Anggota DF’R&K
22 | PURNOMO, S H. Anggota DPRD
23 | MOH. MASRURI @
24 | Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M. Anggota DPRD
25 | Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt MM,

Anggota DPRD




NO

NAMA

JABATAN | TANDA TANGAN

26

ABDUL GHONI, 5.E.

Anggota D@%f

27

ZAENAL NURROHMAN, 5.AP.

Anggota DPRD ﬂ

28

FATHUL IMAM, S.Pd.1

Anggota DPRD | 28 (

29

H M.ILYAS, SH MM.

Anggota DPRD | 2

30

MOH. AL1 MASHURI, S.AP.

Anggota DPRD/ W

12 Agustus 2026

tksana Harian PPSDM- USM




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



YAYASANALUMNIUNIVERSITASDIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretaniat ; JI. Soekamo Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www,usm.ac.id email : diklat.usm@agmail.com

DAFTAR HADIR PENDAMPING
SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL
“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™

Howard John m — Kota Pekalongan, 10 stus 2026
TANDA TANGAN
Senin, Selasa, Selasa, Selasa, Rabu,
10 Agustus 2026 11 Agustus 2026 11 Agusius 2026 11 Agustus 2026 12 Agustus 2026
NAMA Materi 5, Penutupan,
S Check m, registrast Pembukoan, Penyelesaian
peserta Materi 1, & Materi 2 & Materi 3 Materi 4 Administrasi das
Lanjutan | Penyerahan Sertifikat
& Check Out
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Sekretariat : JI. Soekarno Hatia Tlogosar 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : dikiat.usm
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263 Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : htip:#/ bpsdmd jatengprov.go.id Surat Elekironik - bpsdmd@ijatengprov. go.id

Semarang, 12 Agustus 2026

Nomor - 5/800 .2 4 6/1019/2026

Sifat - Segera

Lampiran - 1(satu) Dokumen

Hal - Hasil Evaluasi Penyelenggaraan

Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kota Tegal Tahun 2026

Yth. Ketua PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 6 tahun 2024 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka
penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota,
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu = 3.5
dari skala 4,0

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagl anggota
DPRD Kota Tegal, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai bernkut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kota Tegal yang dilaksanakan oleh PPSDM
UNIVERSITAS SEMARANG di Hotel Howard Johnson By Wyndham Jalan Unp
Sumoharjo No. 53 Kota Pekalongan, mulai tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus
2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB

2 Capalan sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota
DPRD Kota Tegal, dalam kategori Memuaskan, dan Dibawah target capaian
sasaran mutu, dengan nincian sebagai bernikut

Drokumen ini felah ditandatangani secara elektronik menggunakan serlifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sedifikasi Eiekdronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



CAPAIAN NILAI CAPAIAN MUTU
NO ASPEK
CN KRITERIA CM KRITERIA
1 | Program 82 44 Memuaskan 3,30 DBCM
Layanan
2 o _ 81,85 Memuaskan 327 DBCM
Administrasi
3 | Fasilitas Penunjang | 81,70 Memuaskan 327 DBCM
Rata-rata........| 81,99 Memuaskan 3,28 DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Tegal | beralan
dengan tertib dan lancar
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana

tertampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasinh.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,

Pembina Utama Madya
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretarnis Daerah Provinsi Jawa Tengah,

2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Semarang

Drokumen ini felah ditandatangani secara elektronik menggunakan serlifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI
ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

Periode 10 s/d 12 Agustus 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH /

S Jarsgpich
‘J CORPORATE .
UNIVERSI fv

& g
: L ] .

— N s e

- S Sl

Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235

Telepon ©24-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id



A. LATAR BELAKANG
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provins: Jawa
Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya
maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsmya sebagai
mandatort dart Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah
melakukan pengawasan terhadap penvelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi
anggota DPRD Kabupaten / Kota melalm evaluasi Evaluasi dilakukan untuk
mengetahu dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas

penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM
Peraturan Menter1 Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang
Orientas: dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN
Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan -
1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan:
2) Menampung feedback proses penvelengearaan pendalaman tugas
3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada
penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon vang masuk dengan teknik

pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis mlai yang dinkur :

1. Capaian Nilai
Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala
vang digunakan untuk mengukur persepsi. sikap atau pendapat seseorang afau
kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi
operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah
sebagai berikut :

(ER :n<1=.'.u:)+(ﬂ x?5)+(KR :Eﬂ)*(TR 125)
R IR IR I



e Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban

1) Kurang

2) Cukup

3) Baik

4) Sangat Baik

e Pengelompokan nilai berdasarkan kritenia
0 -60.00 Tidak Memuaskan

60.01 - 70.00 Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00 Cukup Memuaskan
80.01 -90.00 Memuaskan
90.01 - 100.00 Sangat Memuaskan

Capaian Mutu

b3

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi

Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu vang telah ditetapkan
dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target

Capaian Mutu sebesar = 3,50 dari skala 4,0.

0sd 349

D1 Bawah Capaian Mutu (DBCM)

350sd 400

D1 Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kurang /2 * 100%

Persepsi Positif = Respon Sangat +~ Respon Cukup / 2 * 100%
Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu

tidak lebih dan 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan
Periode

Jumlah Peserta
Jumlah Responden
Tanggal Evaluasi

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kota Tegal
10 s/d 12 Agustus 2026

: 28 orang

28 orang

12 Agustus 2026



G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan
Secara keseluruhan, orientas: ini sudah terlaksana dengan Memuaskan vyang
ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 81,99 dengan Capaian Mutu (CM) berada
pada indeks 3.28 vang termasuk dalam kriteria D1 Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran
Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dar
peserta, perlu perbatkan diantaranya :

a) Mater1 sebaiknya sudah dikirim min tiga hari sebelumnya agar bisa di pelajari.
b) Perlu adanya materi Anilisa KUA Perubahan dari Narasumber
¢) Agar disediakan colokan hstrik dari awal dan staf coffee break lebih tanggap

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama

" S

Mochamad Said. SHMH
Pembina
NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263

Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman hitp:/boadmd {ntengprov go.id
Surat Elektromik bpsdmediajatengprov. good

REKAPITULASI PER ANGEATAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

CN Evaluasi Penyelenggarann CM Evaluasi Penyelengparaan
100,00 !
78,00
(] 2500 50.00 75,04 100,00
K100
26,040
Rata-rata
0,00
400 100 200 300 400 Administrasi Lryanan Adminisirast  Foslitos Penimanng
_« NILAT | CAPAIAN M Skala Mutu
5244 Mlemuzslan 330 DBCM 1 30,01 - sSangat Memuaskan =330 |DiAtas Capatan Mutu
3 | 80,01-90,0 | Memunskon 2 :
81,83 Memuaskan 327 DBCM 3 | 70,01-80,0 |Cukup Memuaskan <330 |DiBawsh Capaisn Mut
81,70 Memriaskan 3.27 DECM . a0l - 700 | Kurang Memuaskan
- 5 | 000600 |Tidak Memuaskan
Rata-rata 81,00 Memuaskan 3.28 DBCAI




REKAPITULASI DATAEVATLUAST

NO ASPEK INDIEATOR JR Baik Sangat Baik CN Kriteria CM Kriteria Positif | Negatif
1 |Program 1.1 |Program diklat merupakan topik 28 19 a 2304 Memnaskan 333 DECM 100,000 | 000%
vang aictual
12 |Relevanzi materi dengan 28 19 a 2304 Memnaskan 333 DECM 100,000 | D00%
kebutuhan praktis peserta
1.3 |Alokasi wakin vang dibenkan 28 19 g 21.25 hemnaskan 325 DECM 96.43% 337%
bagi iap materi
1 |Layanan 2.1 |Sistens pemangpilan peserta 28 1% g 2036 Memmuaszkan 3.21 DECM 06.43% 337%
Admimiztrasi
22 |Sistem registrasi peserta 28 20 g 2214 Memmuaskan 329 DECM 100.00% | D.00%
1.3 |Pelayanan dan sikap petugas 28 18 g 3504 Memuaskan 3.32 DBCM 100,005 | 0.00%
3 [Faslitas 3.1 |Koaltas fazlitss mang kelas 28 18 10 2393 Memuazlan 336 DECAB | 100,00% | D.00%
Penunjang (audio, provektor, pendingin
ruangan screen, dil)
3.2 |Penviapan kamar (keberzihan, 28 1% a 23.04 Memmuaszkan 332 DECM 100.00% | 0.00%
fazmlitas, kenvamanan)
3.5 |Penyiapan komzumai (kebersihan, 28 20 & 78,57 Cukup Memnaskan 3.14 DECM 02 B6% 7.14%
kecepatan penyajian, variasi
memnu)
34 |Penviapan fazilitaz lam (internet, 28 21 7 2125 MMemuaskan 3.23 DBECM 100,005 | 0.00%
tempat ihadah)
SARAN DAN MASUEAN DARI PESERTA
1 hiateri zebailoyya sudah dilorim min tiga han sebelumnya agar bisa di pelajari Petugas Evaluator

2
3

Perlu adsnva maters Anilisz KUA Perubahan dan Narasumber
Apar dizediakan colokan hstrik dari zwal dan staf coffes break lebih tanzzap

94{_

MOCHAMAD SAID, SH. MH




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomaor Registrasi @ 893 3.33/22002/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM D23 A/PPSDM.USM/STF WK/ VII2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daersh, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nami : KUSNENDRO, 5.T.
Jahatan :KETUA DPRD
Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Waorkshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™  yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sckretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Remstrasi 893 3 33/22003/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM.USM/STF WE/VIIL2026

DD

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provins: dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

/4
Nama : H. WASMAD EDI SUSILO, S.H. N
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD '
Instansi : DPRD KOTA TEGAL
4
TELAH MENGIKUTI Y
Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema *“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™  yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-1USM) bekerjasama
dengan Sekretanat DPRD Kota Tegal dan tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan. /]
N
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893 3.33/22004/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM 1 023 A/PPSDM.USM/STF WK/VIII2026

Menten Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Provinsi dan
Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyvatakan bahwa:

Numa : H. AMIRUDDIN, Le
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD
Instansi : DPFRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI
Workshop DPRD Kota Tepal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubhahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sckretariat DPRD Kota Tegal dan tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/22005/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM. USM/STF WK/VII11/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan

Menteni Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Mama : MOH, MUSLIM

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” vang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 5.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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Usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi 1 §93.3.33/22030/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM . USM/STF WE/VIIL 2026

Menten Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa,

Nama : MOH. ALI MASHURI, S.AP.
Jabatan ANGGOTA
Instansi :DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™  yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sckretanal DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893 3.33/22029/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM.USM/STE. WK/ VILL 2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026" vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

)
)
)
)
)

A\

%

W

"g

w

%

N\

I'G Nama : ABDUL GHONI, S.E.
b\ :
’e

N

@

Q

7




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.3 33/22028/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM » 023 A/PPSDM.USM/STF. WK/VII 2026

A

\
1/

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Datam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

\Y/,

Nama : BENI AGENG PENGGALIHN, S.H.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi :DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI
Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-1SM) bekerjasama
dengan Sckretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.3.33/22027/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM.USM/STF. WK/VIIL2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : Hj. NUR FITRIANIL, S.E.Akt. M.M.
Jabatan :ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama

dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dan tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/22625/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor LUSM . 023 A/PPSDM.USM/STF WK/VITL 2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemerintahan Dacrah, Peraturan
Mentent Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kola, menyatakan bahwa:

Nama s HL ML ILYAS, S.H. M.M.
Jabatan s ANGGOTA
Instansi :DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI
Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026  vang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dan tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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\ YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
[/ UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEKAT

Nomor Registrast  ; 893.3.33/22026/BFSDM KEMENDAGRI
L\ Nomor USM : 023 A/PPSDM USM/STF. WK/ VTIL2026
/, Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Daerah, Peraturan

Mentert Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tabun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : SUTARIL S.H. M.H.
Jabatan s ANGGOTA
“ Instansi  : DPRD KOTA TEGAL
' TELAH MENGIKUTI

Waorkshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™  yang discleng garakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekenasama

dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi ; 893.3.33/22024/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023.A/PPSDM.USM/STF, WK/VII1/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh Provinsi dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : FATHUL IMAM, 5.Pd.1

Jubatan : ANGGOTA

Instansi : DPFRD KOTA TEGAL
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”  yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

2 Agustus 2026
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi  © §93.3.33/22023/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM © 023 A/PPSDM.USM/STF. WK/VII12026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintzhan Dacrah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Temang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakalan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7 Ny Ny N &

N DT T TS T

Nama : SUGIYONO, S.E.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL
/4
TELAH MENGIKUTI N
Waorkshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”  yang diselengparakan olch Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan 7/
12 Agustus 2026 N
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usM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.3.33/22022/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM.USM/STF. WK/VIIL2026

Yo

Y/,

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

\Y//

Nama : ENNY YUNINGSIH, 5.H. M.M.
Jabatan :ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 5.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.

NIS- 86557003 102033
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi : 893.3.33/22021/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM.USM/STF WK/VII12026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntzhan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa.

Nama : PURNOMO, S.H.

Jabatan t ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL
TELAH MENGIKUTI

Warkshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
denpan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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N YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
I/ UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  © §893.3.33/22020/BPSDM KEMENDAGRI
LN, Nomor USM : 023 A/PPSDM.USM/STF. WE/VIIL 2026
,

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelengparaan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

A A

ZAS

Nama : Hj. RATNA, 5.Pt,
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL

A

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema *Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893.3,33/22019/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM. USM/STF WEK/VIIL2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : ZAENAL NURROIIMAN, S.AP.

Jabatan :ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dan tanpgal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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N YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO 7
7 UNIVERSITAS SEMARANG N
SERTIFIEAT

Nomor Registrasi  : 893.3.33/22018/BPSDM KEMENDAGRI
N Nomor USM  : 023 A/PPSDM.USM/STF.WK/VIIL'2026 7
% Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan N
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:
< /4
[/ Nama : M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak, N
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL
A /d
v/ TELAH MENGIKUTI N
Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema *“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekenjasama
N\ dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan. /
, g
b \
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/22017/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM 023 A/PPSDM.USM/STF WK/VTIL2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenniahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

MNama : ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. 5.Psi. i
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™ vang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893.3 33/22016/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM.USM/STF. WK/VIIL2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintzhan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : Hj. ERNI RATNANI, 5.E. ML.ML

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEKAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/22015/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM USM/STF. WK/VIIL2026

Menten Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenpgaraan Pemenintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menvatakan bahwa:

Nama :H. Elﬂﬂlﬂﬂﬂ.. 5.Pd.

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPFRD KOTA TEGAL
TELAH MENGIKUTI

Waorkshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™ yang diselengparakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi - 8933 33/22014/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM - 023 A/PPSDM USM/STF WE/VIIL 2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

ﬁ Nama + MOH. MASRURI

= Jabatan : ANGGOTA

m Instansi : DPRD KOTA TEGAL
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026” yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekenjasama

dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10s.d 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/22013/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM ¢ 023 A/PPSDM USM/STF WK/VIIL2026

\m/
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7\

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

N\

Nama : TRIONO, 5.H.
Jabatan t ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI
Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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N\ YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
[/ UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 8933 33/22012/BPSDM KEMENDAGRI
N NomorUSM  : 023.A/PPSDM.USM/STF.WK/VII/2026
"

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerab, Peraturan
Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : BAGAS SATYA INDRANA, S.H. M.H.
Jabatan t ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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W YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO (7
/, UNIVERSITAS SEMARANG \)
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/22011/BPSDM KEMENDAGRI

W Nomor USM : 023 A'PPSDM.USM/STF WK/ VIIL2026 74
L/ Menteri Dalam Negeni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Peraturan N

Menteni Dalam Negen Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Provinsi dan

Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:
N /4
r 7 Nama : Drs, H. ANSHORI FAQIH )

Jabatan : ANGGOTA
F Instansi  : DPRD KOTA TEGAL

0 /4
P’ TELAH MENGIKUTI N

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

Kota Tegal Tahun Anggaran 2026" vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
N\ dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan. /i
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  ; 893.3 33/22010/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM » 023 A/PPSDM USM/STF WK/VITL2026

5N

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

L),
F 7 Nama :TENGKU RAYHAN MAKARIM, BAM.IKom.
Jabatan st ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sckretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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N\ YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
[/ UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT
Nomor Registrasi  © 893.3.33/22009/BPSDM KEMENDAGRI
\ Nomor USM : 023 A/PPSDM.USM/STF WE/VIIL 2026
L/ Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Dacrah. Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:
Q
I 71\ Nama : EKO MULYONO
Jabatan 1 ANGGOTA
Instansi : DPRD KOTA TEGAL
7\ TELAH MENGIKUTI
Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 5.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan
Q e
Vs 12 Agustus 2026
b S
3 Dr, hlfryﬁllsrnl'r
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893.3,33/22008/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor LISM : 023 A/PPSDM. USM/STF. WK/VIIL2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemernintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenniahan Daerah, Peraturan
Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : ARDY ARAFIQ

Jabatan t ANGGOTA

Instansi : DFRD KOTA TEGAL
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™  vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 5.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Momor Registrasi  : 893 3.33/22007/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM.USM/STF. WK/VIIL2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntzhan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provins: dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : MOH. SEFRUDIN

Jabatan : ANGGOTA

Instansi : DPRD KOTA TEGAL
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRID Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”  yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi  : 893.3,33/22006/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 023 A/PPSDM.USM/STF WEK/VIIL 2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntzhan Dacrah, Peraturan
Menteri Dalam Neger Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

MNama : H. EKO SUSANTO

Jabatan s ANGGOTA

Insiansi : DPRD KOTA TEGAL
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kota Tegal dengan Tema “Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026™ vang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama
dengan Sekretariat DPRD Kota Tegal dari tanggal 10 5.d. 12 Agustus 2026 bertempat di Kota Pekalongan.
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DAFTAR MATERI

MATERI JAM MATA PEMBELAJARAN
| Materi 1 :
Kebi jlaian Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026, 0830 - 12.15
5 | Materi2:
Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026 13 00— 1500
3 | Materi 3:
Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026, 1515-17.15
| Materi 4 :
- FGD (Focus Group Discussion)
“Internal DPRD terkait  Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon 19.30 — 22.30
| Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026,
I -5__ " Materi 5 :
, Lanjutan FGD (Focus Group Discussion), 08.00 - 10 30

12 Agustus 2026
Harian PPSDM - USM

0. S.E.. MM, Akt
NST. 13922018




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

MATERI - MATERI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan
karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kota Tegal dengan tema
"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kola Tegal Tahun Anggaran
2026" yang dilaksanakan di Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan,
tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2026, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kota
Tegal, beserta Sekretaris dan pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kota Tegal.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan
Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan
dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan
dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 8 Agustus 2026
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018




MATERI 1

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Tahun Anggaran 2026.

Oleh :
Madekhan Ali (FITRA)



PEMERINTAH KOTA TEGAL = BADAN ANGGARAN DPRD

ANALISIS KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN APBD (KUA-P)

Kota Tegal — Tahun Anggaran 2026

priorit= KU

Biwasws alah

Dy Medekham Ali, M Si_

Tujuan & Kerangka Analisis

Mengu|l apakeh asumst dan slokas! dalam Rancangen Ferubshan KUA

Fartenyman honoi

2026 reslistis terhadap capatan il dan tren barjalan, serta terarah Apaloah Perubahan KUA 2026 wapar secora
pada priorites pembangunen dagrah — sebagal masukan bagl DPRD fiskal dan efeldif menopong priorias IKU Kot
Kots Tegal Tegal 202062

LEA Audited TA 2025 Healisasi Semester 1 2026 Rancangan Perubahan

HUA 2026
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Postur Perubahan APBD 2026
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BAGIAN 1T — PENRAFPATAN

Pendapatan Transfer: Dua Arah Berlawanan

+Rp6,80 M -Rp12,87 M -Rp6,07 M

Ferusanen {Rp Mies]

Beraifet given (kebijakan supra-
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BAGIAN 11l — BELAMIA

Belanja Naik 3,48% — Kualitas Membaik

Ferutssien Jenis Betarga Uitame (Rp Milinr)
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Rincian Belanja & Rasio Modal
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BAGIAN IV — FEMBIATAAN

Kesinambungan Fiskal: Ekspansi Bersandar SiL
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Rasio Fiskal Kunci: Arah Positif, Marginal
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BAGIAN V

Justifikasi Derajat Efektivitas

terhadap Prioritas IKU 2026
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Prioritas IKU — Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi &
st & tami

S

Huslitas Kesehatan
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Prioritas IKU — Lingkungan, Birokrasi, Fiskal, Kemiskinan

Linglmngan Hiduop &
Persampahan

(IRB 86,24)

- S
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Postur Perubahan: Efektif pada Derajat Sedang-Tinggi

DERAJAT
EFEETIVITAS

Sangat kuet peda pelayanen dasar
S herbatar ke kesanazan (FSUD =835 24 Mk B pondldlen. Bxanlz mods] +0853% mengamah ik zsat
produlti aisn, slicss, ammeda, Boliu]. KU oendidicn & sssensan IS terega

Parbaikan struktuor fiskal masih marginal

Eamareinan nab, ketergarurgan & o6 kns pegawal tunon. Mamun nelznjs modal © 3% gan akamens
RparTE DatgaTiung SPA, Cukan PAD banulang

Titik lemah: kemiskinan, investasi, SDM
Eansos Sagnan O Engsn mrgat kemisdnan; aagu DPMIPTER, B0, Eapparcs jostr mirun— kentra
tarkadas misl Imvestast & reformas! Blrolossf. Mermarmunian vendha dart Tirggt.

Rekomendasi untuk Badan Anggaran

Peta jalan PAD Semester I

Sfarmintz TARD maryafian Datd faian panmEpalen PAD Samestar 1| 2026 —
raalEas] meril £47H Lementars st naiar

Pertajam sosial & penataan OPD

tAamaorong ceneaTen alckas! perErdungsn SOElE dan FarEtesn Degd
CRMPTEF-BNC-Escoarids sgar safarms KU kamisidngn, Imvastas] AE.

Eawal belanje produktif

s vanalien Bamng/facs {087 75 M| flarshizn k& bekhn)a produst
Hidak hergeter 8 apersshanal .

04 Disiplin realisasi Semester I1

Mengawal diRipiin reafeasl telans Samastar i — SILRAakhIr dhancanatan nihll
Bantzlun llkulfites swsl 2027 =gt Hals
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RINGHKASAN EKSERUTIF

Perubahan bersifat normatif, Terarah pada
Pelayanan Dasar — Namun Belum Mendasar

+3,48% Sedang-Tinggi 100% SiLPA

Balanja nah kualfa: membaei Darled afcidhvizs NKL Sumberckicansd balanis




MATERI 2

Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan
Tahun 2026

MATERI 3

Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan
Tahun Anggaran 2026

Oleh :
Dr. Erna Widijastuti, S.T.P., M. Agribus
(Bappeda Prov. Jateng)
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Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal
Tahun Anggaran 2026

Disampaikan pada acara:
Workshop DPRD Kota Tegal

BAPPEDA PROVINS|I JAWA TENGAH

Gppm Bappeda Jateng 9 Obamicds fibeng Selasa, 71 Agustus 2026
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8 . ASTA CITA

( PRIORITAS NASIONAL D

Memperkokah ideologi Pancasila, demokrasi, dan
hak asasi manusa (HAM)

( PRIORITAS Nﬁ.smmm

Memant [apkan sistem peEftananan keamanan negara
dan menoorong kemandinan h;_in-'._]'s.': melalui
swasembada pangan, energl, an exkonomi ":f"-.lflr'in.
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

( PRIORITAS NASIONAL B

Melanjutkan pengembs ingan infrastruktur dan

meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,
mendoro i kewirausahaan "i"r'ILI"fT'i'n!I"lrE' N AMCILESTT
kreatif <erta mengembangkan agromaritim industr di

sentra produks| melalul peran aktif koperasi

( PRIORITAS NASIONAL D

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia
{SDM), sains, teknologl, pendidikan, kesehatan

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda (generasi
milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

8 PRIORITAS NASIONAL

Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

s
..\L PRIORITAS NASIONAL B

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan
industri berbasis sumber daya alam untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

fl PRIORITAS NASIONAL D

Membangun dari desa dan dari bawah untuk
pertumbuhnan ekonomi, pemerataan ekonomi
dan pemberantasan Kemiskinan

( PRIORITAS NASIONAL D

amperkuat reformasi politik, hukum, dan

irokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pe "nLIFr intasan korupsl, narkaba, judi, dan
penyelundupan,

I{: PRIORITAS NASIONAL D

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmaonis gengan | F"I':_II'LLHTII:_;I:Ir ;dlam dan

budaya, serta peningkatan toleransi antarumat

beragama untuk mencapal masyarakat yang
adil dan makmur

Asta Cita dan 8 Agenda Prioritas Nasional

Tahun 2026

8 Agenda Prioritas

Ketahanan Pangan
Ketahanan Energi
Makan Bergizi Gratis
Pendidikan

Kesehatan
Pembangunan Desa,
Koperasi dan UMKM
Pertahanan Semesta
Akselerasi Investasi dan
Perdagangan




Program Strategis Nasional ))

“enanggulangan Kemiskinan, dengan proyek/kegiatan

1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2) Sekolah Rakyat

3) Pembangunan 3 Juta Rumah

Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras
Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

KHesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan
1) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2) Makan Bergizi Gratis (MBG)

Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi
Pendidikan Dasar dan Menengah

Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan
1) Pengendalian Inflasi

2) Percepatan Pembentykan Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih
3) Kemudahan perizinan di daerah

Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh
Presiden




~  Pemerintah Provinsi

Arahan Umum Presiden 2026

n Semua daerah harus memiliki komitmen untuk menghilangkan kemiskinan di bumi Indonesia dan memastikan semua rakyat
Indonesia memiliki kualitas hidup yang baik (Pendidikan, Kesehatan, pangan)

n Pilar strategi utama dalam pembangunan Nasional:
Swasembada Pangan

Swasembada Energi

g keberlanjutan Program Prioritas Nasional
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Koperasi Merah Putih

Cek Kesehatan Gratis Sekolah Rakyat

Investasi dan Hilirisasi
an Sampah (Gerakan Indonesia ASRI)

n Memperkuat stabilitas nasional karena pembangunan nasional membutuhkan suasana aman, tertib, dan kondusif

5 Kebijakan nasional tidak cukup hanya ditetapkan secara regulatif, namun harus dipahami, disepakati, dan
diimplementasikan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan

NGOPENI.
Jawa Tengah NGL{I(ONI__.



NGOPENI.
Gerakan Indonesia ASRI NGLAKOR!

~  Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah

(Aman, Sehat, Resik, Indah)
- -

Gerakan nasional untuk menciptakan Komitmen pemerintah dalam menangani persoalan
lingkungan yang bersih dan tertata sampah nasional secara serius dan terintegrasi

—_— =

Melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, indah), pemerintah mendorong terwujudnya lingkungan yang

bersih, tertata, dan aman, sekaligus meningkatkan daya tarik ruang publik dan pariwisata

n Program pembangunan 34 proyek waste to energy Pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan
di 34 kota pembangunan instalasi pengolah sampah
(2 Program memperindah lingkungan permukiman, Program GENTENGISASI nasional
perkotaan/pedesaan Penataan spanduk
n Program Gerakan Bersih Sampah di lingkungan ’ Kerja bakii rutin di ingkungan instansi dan masyarakat secara
instansi dan masyarakat rutin : : :
Bersin-bersih sampah bersama di fasilitas-fasilitas umum

(jalan, pasar, saluran air, dll)

Edukasi kepada seluruh masyarakat tentang pengelolaan
sampah yang baik

Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah




#h' Pemerintah Provinsi

NGOPENI' - Jawa Tengah
NGLAKONI®
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ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026



TUJUAN DAN SASARAN DAERAR PROVINSI JAWA TENGAH

TUJUAN DAERAH

WEWUIUOKAN KESEJHTERAAN MASYARAKAT DENGAN TRANSFORMASI EKONOM/
BERBASIS LINGKUNGAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL DIDUKUNG TATA KELOLA

NGOPENI.

BERKELANIUTAN”
NG I—A Ko N I - Indikator Kinerja: Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Indeks RB
AR f : \
SASARAN 1 SASARAN 2 SASARAN 3
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan ~ Terwujudnya Perekonomian Yang  Terwujudnya Sumber Daya
Berintegritas dan Kolaboratif serta Berdaya Saing, Inklusit, dan UENTER I EVERETT
Stabilitas Pembangunan Daerah Berbasis Lingkungan dan Berkarakter
Indikator Kinerja: Indikator Kinerja: Indikator Kinerja:
Indeks Integritas Nasional, Indeks Pertumbuhan Ekonomn, Indeks Modal Manusia,
Demokrasi Indonesia, Otonomi Tingkat Inflasi, Indeks Kualitas Tingkat Pengangguran
Fiskal Daerah Lingkungan Hidup Terbuka

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 E]



@ romorcnrouns ARAH KEBIJAKAN PEMBANGLINAN DAERAH

TAHAP V (2030)
Perwujudan Kinerja Pembangunan TEMA PEMBANGUNAN 2026

Daerah

" - - :
TAHAP IV (2029) Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai

Pemantapan Kinerja Pembangunan 1UI]1bU11g paingar Nasional”
Daerah

TAHARP 11l (2028)

Akselerasi Kinerja Pembangunan L N .
Daerah ; = y

= — PRIORITAS DAERAH
Penguatan landasan tata Kelola

pemerintahan berintegritas dan kolaboratif
serta stabilitas Pembangunan daerah

Peningkatan Kinerna Pembangunan
Daerah

2026 TAHAP | (2026)

@ Penguatan Landasan Pembangunan
Jaerah

Penguatan landasan perekonomian yang

berdaya saing, inklusif, dan berbasis
lingkungan

Penguatan landasan sumber daya manusia

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 berdaya saing dan berkarakter




FOKUS UPAYA STRATEGI DIARAHKAN PADA:

PRODUKSI DAN 5 BASCA PANEN
PRODUKTIVITAS

-

- LAHAN - HARGA
- TEKNOLOGI - DISTRIBUSI

- SDM - MUTU PANGAN
- SARPRAS - INDUSTRI PENGOLAHAN

Fokus pada komoditi unggulan Beras, Cabe, Bawang
Merah, Bawang putih (produksi juara 1 nasional)
Pusat Penyediaan benih unggul menjadi rujukan

nasional
Menjaga inflasi provinsi dan nasional dari sektor
pertanian

NGLAKONI!

Indeks Ketahanan
Pangan
Prevalence of
Undernourishment
(PouU)
Kesejahteraan
Petani (NTP)
Stabilitas Harga
Komoditas
Peningkatan
Jumlah Petani
Milenial




HEE:E&IH @ Pemerintah Provinsi
s TARGET KINERJA IKU DAERAH TAHUN 2026 B awaTongen
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Tingkat Kemiskinan Indeks Integritas Nasional Pertumbuhan Ekonomi Indeks Modal
Eg'?I] 8,53 % ﬁ] 200-600% | " Manusia 0,62
4 "1 r ™ 3 R
>0
PORB per kapita Indeks Demokrasi .
Rp.520-55Jt | Indonesia B6,46 - 8350 | | Inflasila-35%
r | e 4 & N - Ea f= > B
2 o
L 2.0 =
Indeks Reformasi Otonomi Fiskal Daerah Tingkat Pengangguran
 Birokrasi sehesar 82.00 B5.72 - WHRE | Terbuka 471-427%




NGOPENI:
NGLAKONI.

A ar
1.

2.

w\g I U . Mol |
Pembentukan Kecamatan Berdaya: Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas. perempuan. pelaku
ekonomi kreatif. dan sport center denoan memanfaatkan aset pemerintah kabupaten/kota.
Pembangunan Infrastruktur dan Permulaman Layak Hunr Program "1 KK 1 Bumah Layak Huni".
pengembangan pusat rekreasi, promosi pembangunan. dan gelanggang olahraga internasional.
Pembangunan Bumah Tidak Layak Huni [ETLH] dibagi menjadi 30°% kewenangan kabupaten, kota
dan 20%: desa.

Pelatihan dan Pendidikan Anti Korups: Pelatihan berbasis IS0 37001 untuk ASN dan
penyelenggara pemernintah desa, bekerja sama dengan aparat penegak hukum [Ombudsman,
Kepolisian, Kejaksaan, BPK. dan KPK].

Pelayanan Kesehatan: Layanan kesehatan keliling. puskesmas pembantu. dan layanan kesehatan
di setiap desa.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisic Pengembangan tambak ikan nila.

Sekolah Unggulan: Mendorong sekolah unggulan di setiap kecamatan.

Rumah Perlindungan Anak. Perempuan, dan Disabilitas: Dibangun di setiap kecamatan.
Pengembangan Wisata: Membangun 1.000 desa,/ kampung wisata baru.

EUMDes Berdaya: Kepastian hukum dan bantuan modal usaha bag setiap BUMDes di Jawa
Tengah.

Penguatan BPBD dan Tagana: Untuk penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat.

Cek kesehatan gratis.

Penyediaan mimimal 1 dokter dan 1 bidan di setiap puskesmas pembantu.

Melahirkan pemerintahan yang Good Clear Government dan Collsborative Governance melalus
peningkatan kesejahteraan serta profesionalitas ASMN dan perangkat desa

Bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak

Pengembangan 10 ttik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonom baru.

Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakr miskin.

Ekosistern ekonomi syariah: Penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah mushm.

Pendampingan sertifikas: halal, HAKI. dan PIRT secara gratis.

Peningkatan pelatthan sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan.
Desa maju dan berdaya: Pengembangan lumbung kesejahteraan. produk unggulan
internasional, sistem informasi desa [SI0). dan tim tanggap bencana.

=1l

A m—y

Uesa mandin energ: Pengembangan bio gas. hydro. dan
tenaga surya.

Pelatihan pengolshan dan manajemen keuangan bag
perempuan pesisir dan petan perempuan.

Pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata.

Subsidi modal dan pendampingan UMEM [1 BT1 Kelompok
LIMEKM).

Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau.
Mendorong pemenuhan kebutuhan Buang Terbuka Hiau
[ETH] baik di Kawasan Perkotaan maupun wilayah desa.
Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalu
penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan.
Mendorong penguatan forum  kerukunan  antarumat
beragama dan forum pembauran kebangsaan.
Peningkatan operasional kader Posyandu.
Peningkatan kualitas hidup lansia.

Taruna Karya Mandir: Program Kartu Zilenial
membuka lapangan kerja.

untuk

Penguatan dan pemberdayaan koperasi untul
pengembangan perekonomian desa.

Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih. dan manajemen
olahraga.

Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan.
Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis

teknolog! di seluruh wilayah rawan bencana
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KOMITMEN BERSAMA

Pada harl Inl, Rabu, tanggal Empat Belas bulan Januari tabur Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di The Sunan Hotel Kota Surakarta, kaml yang
bertandatangan dibawah ini menyatakan komitmen untuk mewujudkan Tema Fembangunan Tahun 2026 yaitu "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai
Lumbung Pangan Nasional” dengan pencapaian target sekfor Pertanian dalam arti luas sesuai dengan kewenangan masing-masing, yaitu:

1. Luas Baku Sawah : 570.3%4 Ha 6. Produksi Susu ; 76.570 Ten
2. Produksi Padl - 10,559,679 Ton 7. Produksi Telur ; 917.663 Ton
3. Pmoduksi Jagung : 3.700.,000 Ton B. Produksi Perikanan Tangkap 622.942 Ton
4, Produksl Tebu : 4.413.300 Ton 9, Produksi Perfkanan Budidaya £05.091 Ten
5. Froduksi Daging : 942.497 Ton 10, Produksi Garam : 541,775 Ton

Komitmen Barsama Ini akan ditindaklanjuti dengan Parjanjian Kerja Sama antara Pemerintzh Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/kota se-Jawa
Tangah sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

Demikizn Kemitmen Bersama inl dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Komitmen Bersama Antara Pemerintah Provinsi Dengan
Kabupaten Kota Dalam Rangka Mewujudkan Tema
Pembangunan Tahun 2026 “ Meneguhkan Posisi Jawa Tengah
Sebagai Lumbung Pangan Nasional”




SURAT EDARAN ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH

RKPD JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH

Cocprdre, 15 Jenearl 2000
flnass
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Beberapa poin yang perlu diperhaitkan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah sesuai
SE antara lain:

1.

-

RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun
2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat Pembangunan
global/nasional/regional, regulasi yang berlaku dan agenda dinamika pembangunan nasional
lainnya pada tahun 2026, serta memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Tahun 2025.
RKPD tahun 2026 diselaraskan dengan berbagai kebijakan nasional diantaranya Rancangan
Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development (Goals
(TPB/SDG's)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 juga memperhatikan
dokumen perencanaan pembangunan tematik di tingkat daerah

RKPD Tahun 2026 juga disusun dalam upaya mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026

Proses perencanaan agar dilakukan dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah,
kelompok masyarakat, media, akademisi dan dunia usaha serta tetap memperhatikan partisipasi
kelompok rentan, masukan reses dan aspirasi DPRD, serta usulan masyarakat Jawa Tengah
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif,
atas-bawah (top-down), bawah-atas (bottom-up), serta dilakukan secara bertahap,
berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif,
berorientasi pada hasil (outcome) dengan pendekatan money follows programme dan
programme follows result, berbasis risiko (risk-based planning), dan berbasis pada riset
(research-based planning), serta sinergi dengan prioritas/program sirategis nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota, serta berprinsip pada pembangunan berkelanjutan

Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif




PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

Dasar pelaksanaan Perubahan RKPD sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343

Dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah,

rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

JADWAL TAHAPAN PROSES PERUBAHAN RKPD 2026

Penyusunan Rancangan Proses Harmonisasi Verifikasi P-RKPD 2026 Fasilitasi Kemendagri P-
P- RKPD 2027 Rapergub P-RKPD 2026 [sistem e-planning) RKPD 2026
Agustirs Magu | Agustus Maggu | Agustus Megu H-IlT Agustus Meggu Il

— 'éi\ S — ;i ;2-_:! i r:'af = !‘ﬂ\l 1'1‘5‘:- - i v'E o ’:i.} * :s.l- e
Input e-planning P- Reviu APIP Perumusan Rankhir P- Penetapan Pergub P-
RKPD 20286 Perubahan RKPD RKPD 2026 RKPD 2026
2026
Agustus Mggu -l Agustus Magu Il Agustus Magu 1] Agustus Magu IV




Peran dan Fungsi DPRD



PERAN DAN FUNGSI!I DPRD

Peran DPRD Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

PERAN DPRD

Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan

Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala
Daerah

Membahas dan menyetujui Rancangan APBD
bersama Kepala Daerah

Mengawasi pelaksanaan Perda, APBD, dan kebijakan
Pemerintah Daerah

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH

S o 7 T I
=i = = i )
& &l s 4
- = <= _
> - r 4

Proses Perencanaan
(RPIPD / RPIMD f RKPD)

Proses Penganggaran
(KUA-PPAS / RAPBED)

Dasar Hukume: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentong Pemerintohan Daoenah

Pembahasan Bersama
DPRD & Kepala Daerah

Penetapan Perda
APBD




PERAN DAN FUNGSI!I DPRD

Kewajiban Anggota DPRD

/ Kewajiban AnggOta DPRD \ Reses: Proses Penjaringan Aspirasi

a- LR R NN NS NSNS RSN NN o MeniaringﬁspiraSi

i. menyerap dan menghimpun aspirasi pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPRD
konstituen melalui kunjungan kerja
Se€cara berkalﬂ.; o Menyiapkan Laporan Reses

jo menampung dan menindaklanjuti o

\asil penjaringan pokok-pokok pikiran dan aspirasi masyarakat
aspirasi dan pengaduan masyarakat;
dan

Disampaikan dalam Paripurna

K PﬂSﬂl 103 dan Pasal 161 UU 23/20y sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan daerah




PERAN DAN

FUNGS!I DPRD

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam Peraturan Perundang-undangan

PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

r 1 r r
Pasal 78 ayat || pasal 178 ayat 1 || Pasal 178 ayat Pasal 348 ayat 2
1 Penelaahan pokok- 2 Oalam perumusan
Penyusunan pokok pikiran DPRD Pokok-pokok pikiran rancangan perubahan
rancangan awal merupakan kajian DPRD sebagaimana || RKPD DPRD memberikan
RKPD sebagaimans parmasalahan dimaksud pada saran dan pendapat berupa
dimaksud pembangunan Daerah || ayat (1), diselaraskan | | pokok pikiran kepada KDH
mencakup yang diperoleh dari || dengan sasaran dan | | berdasarkan hasil reses/
penelaahan pokok- W DPRD berdasarkan prioritas penjaringan aspirasi Masyt
pokok pikiran DFRD W rialah rapat dengar || pembangunan serta shg bahan perumusan
pendapat dan/atau ketersediaan kegiatan, Lokasi kegiatan
\ rapat hasil kapasitas riil dan kelompok sasaran
penyerapan aspirasi anggaran yang selaras dengan
melalui reses - pencapaian sasaran
program yq telah
y ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang
RPJIMD

LANGKAH PENELAAHAN POKIR DPRD SESUAI
PEREMENDAGRI 86/2017

©O 0 o0 O

Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam
dokumen rumusan hasil penelaahan pokir DPRD dan
dikelompokkan dalam urusan Perangkat Daerah

Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan
dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut

Analisis kesesuaian Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi
yang diusulkan

Pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal
dari Perangkat Daerah terkait thdp kebutuhan riil di lapangan dg
mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan
efektivitas

Dirumuskan dalam usulan program dan kegiatan yang dapat
diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD




PERAN DAN FUNGSI!I DPRD

Reminder — MCSP KPK tentang Pokok-Pokok Pikiran

Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK menyoroti area kerawanan korupsi pada perencanaan pembangunan daerah, penyaluran hibah, bantuan sosial, dan
bantuan keuangan.

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pengajuan pokok pikiran al:

1. Pokok pikiran tidak disampaikan secara transparan karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.

2. Pokok pikiran disampaikan di luar batas waktu yang telah ditentukan karena adanya benturan kepentingan dan
intervensi pihak tertentu.

3. Pokok pikiran dipaksakan untuk diajukan padahal tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Renstra karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.

Sasaran Pengawasan Pada Area Perencanaan dengan topik Dokumen RKPD
dan Pokir

Pastham ar Pandakan

INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI

Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD, dengan fokus pengawasan al: E@gﬁmw

1. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran

2. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD

3. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran

4. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, Lokasi, kelompok
sasaran penerima

5. Manfaat per program/kegiatan dan pokok pikiran terhadap Pembangunan daerah T

IPKD, MCSP KPK TAHUN

2025







Target Makro & Arah Kebijakan Kewilayahan WP Bregasmalang (Kota Tegal)

Target Makro pada RKPD Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Pengembangan Provinsi di Bregasmalang :

Kab/Kot Pertumbuhan TPT Kemiskinan « Pembangunan dermaga sungai(plengsengan) lintas
ab/Rota Ekonomi (%) (%) penyeberangansungai antar kabupaten di
SungaiKaligangsa (Perbatasan KabupatenBrebes dan

Kab. Brebes 5,60-6,40 8,16-7,97 14,41-13,78 71,13 Kota Tegal); |
« Peningkatan Kerjasama Regionalpengembangan

Pariwisata danEkonomi Kreatif;

Kab. Tegal 5,62-6,42 7,41-7,11 6,62-6,05 72,37 « Pengembangan Eko Wisata padakawasan wisata Guci
dan pantaiutara Brebes-Tegal-Pemalang;
Kab. Pemalang 5,21-6,00 6,33-6,04 13,90-13,22 70,13 * Rehabilitasi Mangrove;

« Pemberian insentif dan disinsentifpada pemilik lahan
pertanian sertapetani;
Kota Tegal 5,53-6,50 5,73-5,43 7,32-6,91 78,25 « Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma
Agraria dalambentuk sertifikasi lahan pertanianLP2B
serta peningkatan akses;

Arah Pengembangan Bregasmalang: « Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan,
* Menterpadukan pengembangan Kota Tegal dan Kabupaten sekitarnya Horti, danPerikanan Budidaya

* Mendorong koordinasi dan Kerjasama antar daerah « Pengembangan Industri PengolahanPerkebunan,

» Menterpadukan Pembangunan wilayah perbatasan Pertanian, sertaPerikanan Budidaya dan Tangkap;

»  Mengendalikan alih fungsi lahan sawah, * Pengembangan Pelabuhan Perikanan serta

Pengembangan Indusiri Pengolahan Hasil Laut
danPembangunan Cold Storage;
; j « Pengembangan SPAM Regional Bergas;
memperhatikan kelestarian alam « Penanganan Jalan Provinsi diKabupaten Brebes,
Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal.

* Pengembangan Pelabuhan umum dan perikanan
* Pengembangan indsutri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dg

Sumber: RKPD Provinsi lowa Tengoh Tahun 2026

23




Sinkronisasi ARJAK Tahun 2026 Kota Tegal dengan Provinsi

Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Tema Pembangunan

e - TR
2028 TAHAP | (2026) ﬁ:’a/} N\
@ Penguatan Landasan Pembangunan {i’-:\\fﬂz'ﬁ _ )

Daerah b
.

pangan Nasional

“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai lumbung

SELARAS DENGAN TEMA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH 2026

Tema Pembangunan Kota Tegal Tahun 2026 :

“Penguatan

Tata Kelola Pemerintahan dan

Ketersediaan Pangan dalam rangka Pemantapan
Kondusifitas Daerah”

a

u 0O O 0 0O o

Prioritas Pembangunan Kota Tegal Tahun 2026:

Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis,
kompeten, adaptif dan inovatif;

Pengentasan kemiskinan serta penguatan kesempatan
berusaha dan penciptaan lapangan pekerjaan

Penguatan pembangunan di bidang pendidikan dan
Kesehatan

Penguatan pembangunan infrastrukiur dan kewilayahan
dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
Penguatan pertumbuhan ekenomi melalui investasi,
pembangunan pariwisata, seni dan budaya

Penguatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan
kaum difabel

Penguatan moderasi dalam kerukunan antar umat beragama

Cipndioe— Benkhir BFRILP Vot Temal Tk Ni2E
Sumber: Ronkhir REPLD-P Koto Tegal Tohon 2025

Daftar Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah

_dengan Kota Tegal Tahun 2026

(5)

Manusia

(1) (2) (3) (6) (7

g, | L Fertumbuian 5.90-5,00' 553-650 |553-650 | 553-650 | selaras
Ekonomi (%) |

2. | Tingkat Kemiskinan (%) B.TD-S,SEI 732-691 |7.32-691| 7.32-6,91 selaras

3, | Tingkat Pengangguran | , o, 47| £93 543 |573.543 | 573-543 |  selaras
Terbuka (%)

4. | Indeks Pembangunan 78,25 78,25 78,25 | Provinsi tidak

menetapkan
target

SELARAS DENGAN PRIORITAS DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2026
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HASIL FASILITASI RANCANGAN PERUBAHAN KOTA TEGAL

PEMERINTAH PROVIMEE JAWA TENGAH
! 5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 'DAERAH
5] a-nnh-rm-rwr-n-'."-m-!--rrqm-nn-lrll. i 1
- -'\-::".1 Faaavai [543 Wl SR, SR, B Ciagh '—&muzm
',._— '_!-'__' [T —————— |

Semarang, 28 Jull 208

Momar - EA000, 72 L6 BRI

SHa : Gapars

Lamgman |1 [Satv) Bemas

Hal Faud Fasiinee MAncangan Perkaas weing

Perunaian REED Ko Tegal taron 2038

TN Kipals Bappsios Kata Tegal
@
TempEt

MEsunjuln gural Saucers Momor J00.7 24004, tangas 3 sull 2036 pennal Fermahonan
Facliss] Famcangan Persuren Kepala Dasren erang Peribishan Rescama ¥erfa
Pemasnka® DFerah (RKFD) Kota Tegal Tahun X336 gan T88ah kst Tasias metatd
DENCHTIALAN MTAID GINLTIEY bRt RTINS IN CIATDANIS Nl DAAEI §ETaGN
et !

L SLBSTANS| UMLUM

4. MemBIomEni, MEnCErmal 0En mEmpermEan dasar perubanan REPD Tawm
2036 seGagEmang Fermendagr 85 Tahun 2807 pasa 3. Perbanen REPD 9
Riifia Peranghal Dierin Sanal RIKUKEA 30aGES RARH SvahieEl SeiEeL EAARTNYE
oaam GAUm Dekenaan (202§] merOnukEn MdENyE EEinEESmEEs dengaE
pesvEman gan ¥eataan mefaut

!, PEMEMDARGAN yAhg SOM SEALAI OeNZan MemEl PRGN DEMDInGUNEn
daerar, keranghs ewonoml daerah dan Reuangar dasrah, rencans program das
kEglFEn ARED seriengan, daniEa;

3. Keadaan yang memebaDkan MO0 ANGOarAn |MDIN AU ENQEanE
BEDELTSY T MaruS SUNILEN LA LRGN DEf3EN

B. Perubshan FPD Tanun 2005 SeusUn berdasanan pada

1. RRJAND tahin 202 8-3030 Kals Tegal

2, Hasl evaiias p-slai-:sa';a.r' R¥PD sa=mpal aEnan Trwulas i Tamon 2036

3. PenetEDaEn peTMasaEnan pETRENQUSEN (pEda BEb W) nasl evakdasl
peblaaiahaan AKED wampa dengar Trivedss B Takon 2004

e S -— T - -
R e R e e N T N L R L o T o b S

SUTMOEr. JUWrol Aol Gorpedd [T GOy FOsriGs! MCONOON e Eniang

Perubahan AKFD Kotg Tegal tohun 2026

Secara Umum Poin-Poin Penting yang Menjadi Perhatian dalam Perubahan RKPD 2026 untuk
Kota Tegal antara lain:

1.

Al o

16.

17.

Memedomani, dan memperhatikan dasar perubahan RKPD sesuai Permendagri 86 Tahun 2017
Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan pada RPJMD tahun 2025-2029 Kota Tegal,
Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan Il Tahun 2026, serta hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan Il Tahun 2026

Perubahan yang dilakukan tidak mengurangi dukungan terhadap pencapaian Asta Cita Nasional,
Program SN, serta Tema Pembangunan Provinsi Tahun 2026 dan 35 Program Delegasi Kab/Kota
Memedomani dan melaksanakan Laporan Hasil Reviu Rankhir P-RKPD Kota Tegal Tahun 2026
Mencermati perubahan dan/atau penyesuaian target kinerja baik IKU maupun IKD hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan Il Tahun 2026

Seluruh proses penyusunan, penginputan, dan pemrosesan P-RKPD dilakukan melalui SIPD
Memperhatikan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan melalui indicator MCP KPK
Memperhatikan kesesuaian penulisan narasi dan data yang disajikan serta dengan data terbaru
Menambahkan Arjak Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mendukung Asta Cita

. Menambahkan secara eksplisit dukungan 35 Program Delegatif Provinsi (desa mandiri energi)

. Penggunaan istilah "Obyek Wisata", untuk dapat disesuaikan menjadi “Daya Tarik Wisata (DTW)

. Mempercepat pencapaian indikator kesehatan dengan realisasi rendah pada Triwulan |

. Menjamin pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dan mempertahankan capaian UHC.

. Memperkuat transformasi layanan primer melalui Integrasi Layanan Primer, penguatan Posyandu,

puskesmas, serta sistem rujukan.

. Menjaga konsistensi antara target RPJMD, RKPD Perubahan, Renstra Dinas Kesehatan, Renja, KUA-

PPAS, dan APBD Perubahan

Memastikan alokasi anggaran kesehatan tetap memadai untuk mendukung indikator makro daerah
Pemkab/kota

Memberikan perhatian yang memadai terhadap pemenuhan SPM Bidang Sosial dalam RKPD
Perubahan




ARAHAN UNTUK KOTA TEGAL DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN

PENGANGGARAN PADA RKPD-P 2026

Secara umum hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan
penganggaran Kota Tegal pada RKPD-P Tahun 2026 antara lain:

1

2

Memedomani, dan memperhatikan dasar perubahan RKPD sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 pasal
343

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan pada RPJMD tahun 2025-2029 Kota Tegal, Hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan Il Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD sampai dengan Triwulan Il Tahun 2026

Perubahan yang dilakukan tidak mengurangi dukungan terhadap pencapaian Asta Cita Nasional,
Program SN, serta Tema Pembangunan Provinsi Tahun 2026 dan 35 Program Delegasi Kab/Kota
Presentase belanja pegawai Kota Tegal lebih dari 30% yakni diangka 43,41% agar menjadi perhatian
dalam pemenuhan alokasi belanja pegawai sesuai UU HKPD

Tetap menganggarkan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak Tahun 2029),
disarankan dilakukan secara bertahap selama 2-3 tahun agar tidak membebani fiskal daerah
Memastikan ketercapaian target Pembangunan daerah tahun 2026, pemasangan Silpa Audit BPK,
serta sisa waktu pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2026

Dukungan terhadap program kegiatan dalam rangka optimalisasi pendapatan utama opsen PKB dan
opsen BBNKB dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah (Tingkat kemandirian fiskal Kota Tegal
sebesar 44,19%)







MATERI 4

FGD (Focus Group Discussion)
"Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal
Tahun Anggaran 2026"

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal



FGD (Focus Group Discussion)



FGD (Focus Group Discussion)



FGD (Focus Group Discussion)



FGD (Focus Group Discussion)



FGD (Focus Group Discussion)



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

Tanda Terima Seminar Kit



TANDA TERIMA SEMINAR KIT

YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOM-USM)
Sekretariad ; JI. Soekamo Hatta Tlogosari 50186 Telp, (024) B702757
AT - diklal usm

Pimpinan & Anggota DPRD Kotia Tegal

WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL
“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggeran Sementara (PPAS)

Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

Howard Johnson By Wyndham — Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

No Nama : Jabatan TTD
| | KUSNENDRO, $.T. | Ketua DPRD I (ﬁ%
! =
2 | WASMAD EDI SUSILO, 8.1 | Wakil Ketua DPRD | 2 “:] =
_ |

3 | H. AMIRUDDIN, Le. Wakil Ketua DPRD 3 -%'
4 | TRIONO, S.H. Anggota DPRD & =
5 | MOH. MUSLIM Anggota DPRD
6 | H. EKO SUSANTO Anggota DPRD
7 | H. SISDIONO, S.Pd. Anggota DPRD 7 /

4 ~
§ | H. Dra. ANSHORI FAQIH Anggota DPRD § %
9 | MOH. SEFRUDIN Anggota DPRD 9 W

e —

10 | ARDY ARAFIQ Anggota DPRD ﬁ—f’“
= /P
11 | EKD MULYONO Anggota DPRD 11 ﬁ'
b
12 | M. TARSO SUPRIADIN, A Md.Ak. Anggota DPRD 12
TENGKU RAYHAN MAKARIM,

13 BA.M IKom. Anggota DPRD 13

P
14 | BAGAS SATYA INDRANA, S H. Anggota DPRD 14 M
15 | ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. 5.Psi. Anggota DPRD 15
16 | ENNY YUNINGSIH, S.H. MM, Anggota DPRD IT

\J



YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekamo Hatta Tiogasari 50196 Telp. (024) 6702757

bsi ; it us ail co
a
17 | Hj. RATNA, S.PL Anggota DPRD 17
18 | SUTARL SH MH Anggota DPRD f'E e
19 | SUGIYONO, S.E. Anggota DPRD 19
. i \
Ay rETEEE —— K
MH Anpgota DIRE— _—
21 | BENI AGENG PENGGALIH, S.H. Anggota DPRD \ 21
22 | PURNOMO, S.H. Anggota DPRD ;
d -
23 | MOH. MASRURI Anggota npmg,_-—-—z-hqﬂo‘
24 | Hj. ERNI RATNANL SE. M.M. Anggota DPRD
25 | Hj. NUR FITRIANI, S E.Akt. MM. Anggota DPRD
26 | ABDUL GHONI, S.E Anggota DPRD
27 | ZAENAL NURROHMAN, A.Md Anggota DPRD
28 | FATHUL IMAM, S.Pd.l Anggota DPRD
29 | H.M.ILYAS, SH. MM. Anggota DPRD
30 | MOH. ALl MASHURI Anggota DPRD

'




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

DOKUMENTASI



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP

DOKUMENTASI KEGIATAN

Eegistrasi Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM ) 1



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP

Registrasi Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSOM-USM ) 2
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Pembacaan Teks MC oleh Saudar Laksita Saraswati
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Menyanyikan Lagu Indonesia Rava Saat Pembukaan
Acara Workshop DPRI) Kota Tegal
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Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan
Acara Workshop DPED Kota Tegal. di pimpin oleh Wakil Eektor II Umiversitas Semarang
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Sambutan Pembukaan oleh Rektor Universitas Semarang (USM) vang dalam hal im1 diwakili
oleh Wakil Rektor 1T Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, S E._ M. 51, AK  CA.
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Sambutan Pembukaan oleh Ketua DPRD Kota Tegal
Bapak Kusnendro, S.T.
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Penyerahan Ucapan Terima Kasih dan Universitas Semarang (UUSM) yvang dalam hal i1
diwakili oleh Wakil Rektor [ Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karim, SE._ M 51 AK |
CA  Kepada Ketua DPRD Kota Tegal Bapak Kusnendro, S.T. yang telah memberikan
sambutan pembukaan Workshop
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Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) vang dalam hal 1 diwakali
oleh Walkil Rektor IT Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Kanm_ SE. M. Si AK  CA.
Kepada Sekretaris DPRD Kota Tegal Bapak M. Rudy Herstyawan, S. T, M. S1.
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Foto Bersama setelah Pembukaan Acara Workshop
DPED Kota Tegal
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Penyampaian materi 1 “Kebyjakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026
dan Penvusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran
20267 dengan Narasumber Bapak Madekhan Ali (FITRA) vang di dampingi oleh Saudara
Achmad Saifudin S Kom. sebagai moderator
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Foto Bersama Narasumber Bapak Madekhan Ali (FITRA)
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"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Flafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 °
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Penvampaian maten 2 dan 3 “Sinkronisasi Program dan Penvesualan Anggaran KUA-PPAS
Perubahan Tahun 2026 dan Implementasi Mentoring, dan Evaluas:i KUA-PPAS Perubahan Tahun
Anggaran 2026" dengan Narasumber Tbu Dr. Ema Widyastuti, S T P_. M. Agribus (Bappeda Prov_
Jateng) vang di dampingi oleh Saudara Achmad Saifudin 5 Kom sebagai moderator
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Foto Bersama Narasumber Ibu Dr. Erna Widijastuti, 5.T.P., M. Agribus (Bappeda Prov. Jateng)
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FGD (Focus Group Discussion)
“Internal DPRD terkatt Kebijjakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal
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FGD (Focus Group Discussion) “Internal DPRD terkait Kebyakan Umum Anggaran (KUA)
Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun
Anggaran 20267, di pimpin oleh pimpinan DPRD Kota Tegal
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Sambutan Penutupan oleh Ketua DPED Kota Tegal
Bapak Kusnendro, 5.T.
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ROOMINGLIST USM UNIVERSITAS SEMARANG

PERIODE 10-12 AGUSTUS 2026
NOD ROOM TYPE NAME FERIODE CHECK ] PERIODE CHECK NUMBER PHONE TANDA TANGAN
i QUL
1 508 SUITE H. WASMAD EDI SUSILD, S.H. 10-Aug 12-Aug
2 708 SUITE H. AMIRUDDIN, Le. i0-Aug 12-Aug
3 B804 SUITE KUSHEMDRO, 5.T. 10-Aug 12-Aug
| 302 SINGLE TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA,M.IKom. 10-Aug 12-Aug
5 306 SINGLE Drs. H. ANSHORI FAQIH 10-Aug 12-Aug
6 33 SINGLE BAGAS SATYA INDRANA, 5.H. M.H. 10-Aug 12-Aug
7 311 SINGLE TRIOND, S.H. 10-fug 12-8uz
B 7 SINGLE MOH. MASRURI 10-Aug 12-Aug
9 320 SINGLE H. SI5DMOMNG, 5.Pd. 10-Aug 13-Aug
10 505 SINGLE Hj. RATNA, 5.P1, 10-Aug 12-Aug
11 507 SINGLE PURNOMO, 5.H. 10-Aug 12-Aug
12 309 SINGLE ENNY YUNINGSIH, 5.H. M.M. 10-Aug 12-Aug
13 517 SINGLE SUGIYONO, S.E. 10-Aug 12-Aug
14 605 SINGLE Hi. ERNI RATHAMNI, 5.E. MM, 10-Aug 13-Aug
15 049 SINGLE ARIE PRIMA SETYORO, 5.E, 5.Psl. 10-Aug 12-Aug
16 e11 SINGLE M. TARSO SUPRIADIN, AMd. Ak, 10-Aug 12-Aug
17 &0y SINGLE ZAENAL NURROHMAN, 5.AP. 10-Aug 12-Aug
18 620 SINGLE MOH. ALl MASHURI, AP, 10-Aug 12-Aug
19 701 SINGLE FATHUL IMAM, 5.Pd.1 10-Aug 12-Aug Y Sl =
ZJIoWara
BY WYND -
Pekal _.\Um.er!n



- i SINGLE H. ML ILYAS, 5.H. M.M. 10-Aug 12-Aug
<5 e SINGLE SUTARI, S.H. M.H. 10-Aug 12-Aug
2 m SINGLE BENI AGENG PENGGALIH, 5.H, 10-Aug 12-Aug
3 nz SINGLE ABDUL GHOMI, 5.E, 10-Aug 12-Aug
24 720 SINGLE Hj. NUR FITRIANI, 5,E.Akt, M.M. 10-fug 12-Aug
5 802 SINGLE MOH. MUSLIM 10-Aug 12-Aug
26 BOS SINGLE H. EXO SUSANTO -Aug 12-Aug
27 BO9 SINGLE MOH. SEFRUDIN 10-Aug 12-Aug
28 211 SINGLE ARDY ARAFIO, 10-Aug 13-Aug
29 a17 SINGLE EKD MULYOND 10-Aug 12-Aug
30 503 TWIN PANITIA 10-Aug 12-Aug
a1 Ela SINGLE PANITIA 10-Aug 11-Aug
EH] 502 SINGLE PANITIA 10-Aug 11-Aug




ROOMINGLIST SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL

PERIODE 10-12 AGUSTUS 2026

PERIODE CHECK

PERIDDE CHECK

NO ROOM TYPE NAME NUMBER PHONE TANDA TANGAN
I our
1 608 SUITE M RUDY HERSTYAWAN 10-Aug 12-Aug
FAUZI
2 712 TWIN ;
T 10-Aug 12-Aug
BAUS
3 603 TWIN O-Aug :
ANDREA SURYA B 12-Aun
YULLIA ADE
4 606 TWIN
MAYANG P 10-Aug 12-Aug
WAHYUNI SUCH
5 715 TWIN 10-Aug 12-Aug
FANI ATZAHRA
6 619 TWIN i L 10-Aug 12-Aug
RESTI DRUO
1DRIS PRIYARTO
7 BOL TWIN EENDRA HARYOND 10-Aug 12-Aug
ARDIAN GUSRIEL
B a0 TN HERI MULYOND A el Ig
CAHYOND
9 806 TWIN e 10-Aug 12-Aug
SYARIF HIDAYAT
10 810 TWIN T 10-8ug 12-Aug
R INDRA M
10-Ay 12-A
i S e R HERU SETYAWAN ¢ ug
HAFFIAN ROBBY
g s
12 815 TWIN e 10-Aug 12-Aug
13 807 SINGLE SULISTYD ADHI S 10-Aug 11-Aug
14 820 SINGLE HERI PRABOWO 10-Aug 11-Aug




